GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 855 _ 2003
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI] PASAMAN
BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi sebelum
ditetapkan oleh Bupati.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dan RPD.

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati
Pasaman Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).
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Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinlshan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat [(Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 6806,

Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Perauran Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah., Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
lentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
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MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Bupati Pasaman Barat bersama Dewan Perwakilan Ralkyat
Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan
Dacrah  Kabupaten Pasaman Barat tentang Anggaran
Penidapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 {tujuh] hari
terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Pasaman Barat dan Dewan Perwaldilan Rakyal Daerah, dan
Bupati Pasaman Barat menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya
Menleri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transler Umum sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Bupati Pasaman Barat menyampaikan kembali Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang
telah dilakukan penvempumaan dan penyesuaian sesuai
dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum
KEDUA untuk mendapatkan nomor register.

Bupati Pasaman Barat menectapkan Rancangan Peraturan
Daerah  Kabupaten Pasaman Barat tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
menjadi Peraturan Daecrah Kabupaten Pasaman Barat tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 dan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024  setelah mendapatkan nomor register sebagaimana
diktum KEEMPAT.

Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF . )
l PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT I Ditetapkan di Padang

pada tanggal 22Z-Desember 2023
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L. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat:
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - - 2023
TANGGAL  DESEMBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN FASAMAN BARAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG
FENJABARAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUAS]I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGCARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian
Rancangan Peraturan Daerab Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupat Pasaman Barat tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan ¢

A. Ketentuan peraluran perundang-undangan vang lebih tinggi;
B. Kepentingan umurm;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD], Kebjakan Umum AFBD (KUAJ
dan Pricritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

li. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, serta Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum
ditetapkan oleh Bupati, meliputi:

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyvusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 vang telah disetujui bersama antara Bupal Pasaman
Barat dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur
dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagm

berikut :
Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD
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Rancangan Peraluran Dacrah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 telah disetuyjui bersama antara Bupati Pasaman
Barat dan DPRD pada tanggal 24 November 2023 dan telah disampaikan
kepada Gubernur pada tanggal 1 Desember 2023, tidak sesuai dengan
Pasal 245 ayat [3), Pasal 315 ayat {1} dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah scbagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaiiu disampaikan kepada
Gubermur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat teritang APBD Tahun Anggaran 2024,

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga diserta
dengan RKPD, KUA, dan PPAS vang disepakati antara Kepala Daerah dan
DFPRD.

RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 vang ditetapkan dengan
Peraturan Bupali Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Dacrah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2023, Tidak sesuai dengan Pasal 104 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
(Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Mencngah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah,




Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa
Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota
tentang RKFD Kabupaten/Kota paling lambat 1 {satu] minggu setelah RKPD
Provinsi ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023,

Selanjuinya penvampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleh Bupati Pasaman Barat kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat
pada tanggal 14 Jul 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Pasaman Barat
dengan DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap KUA dan PPAS Tahun
2024 pada tanggal 18 Agusius 2023, tidak sesuai dengan Tahapan dan
jadwal proscs Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2024 yvang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan
paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala
Daerah dan DPRLD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan
paling lambat Minggu I Agustus 2023,

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh
Bupati Pasaman Barat kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada
tanggal 24 Oktober 2023, tidak sesuai dengan Tahapan dan jadwal proses
Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang
menegaskan bahwa Penvampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD oleh Kepala Daerah hepada DPRD paling lambat Minggu [ bulan
September bagi daerah yang menerapkan 5 {lima) hari kerja per minggu
atau paling lambat Minggu 1V bulan September bagi daerah yang
menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun 2024 cleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat dengan Bupati
Pasaman Barat pada tanggal 23 November 2023, sudah sesuai dengan
Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7
angka 7 Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2024 yvang menegaskan bahwa Persetuyjuan bersama DPFRD
dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat | (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Kedepannya Bupatt dan DPRD Kabupaten Pasamoan Baral agar tetap
konsisten dalam memenuhi tuhapan dan judwal proses penyusunan APBD
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan, mulal dan penetapan
RKPD, penyusunan dan penvampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD untuk dibahas dan discpakati bersama untuk menjadi dasar
bagi Pemerintah Daerah dalam menyvusun, menyampaikan dan membahas
rancangan Peraturan Dacrah tenlang APBD Tahun Anggaran 2024 sesual
dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijjakan wumum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran dacrah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daecrah yang terukur secara rasional vang dapat dicapa: untuk
setiap sumber penerimaan daecrah dan berdasarkan pada  ketentuan
peraturan perundang-undangan, vang terdir atas pendapatan dacrah dan
penerimaan pembiayaan dacrah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
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pengeluaran  daerah sesual dengan kepastian terscdianya dana  atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memilila dasar
hukum vang melandasinya, yang Llerdiri atas belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, sctiap pejabat dilarang
melakukan tindakan vang berakibat pengeluaran zatas beban AFBD jika
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.

Pemerintah Kabupaten Fasaman Barat dalam penyvusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain
dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat lentang AFBD Tahun Anggaran
2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara
rasional vang dapat dicapar untuk setiap sumber Pendapatan
Daerah dan memiliki kepastian serta sesual dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24
ayat [4) Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019, Berkaitan
dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
dalam  menyusun  prognosis  targel  pendapatan  harus
memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022
sebesar Rpl.157.750.690.657 atau 97,98 % dari tetal pendapatan
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah
Tahun Anggaran 2023 pada sampail dengan 10 November 2023
sebesar Rp748.748.672.628,99 atau 64,31% dari total pendapatan
daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2023.

b, Penganggaran target pendapatan  dacrah  dalam  Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Baral tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah (RKUD) vang udak perlu dibayar kembali oleh
daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui sebagal penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu} tahun anggaran,
sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan butir C.l.a s/d C.1.| Lampiran Peraluran
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023,

c. Penetapan target pajak dacrah dan retribusi daerah dalam APED
mempertimbangkan paling sedikit kebijjakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi dacrah sebagaimana maksud
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi
melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan
pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebpakan Belanja Daerah

a. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupatenn Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024
merupakan rencana pengeluaran daerah sesvai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang

cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun
Anggarun 2022 sebesar Rpl 138.867.462.473 atau 87,59% dari




total belanja daerah dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman
Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja
daerah Tahun Anggaran 2023 sampai 10 November sebesar
Rp2.273.207.970,00 atau 42,97% dari total belanja daerah dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Baral tentang APBD Tahun
Anggaran 2023.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Baral menyusun program
pembangunan dacrah sesual dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang beroriemasi pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkail dengan pelayanan dasar publik
dan pencapaian sasaran pembangunan schagaimana maksud buur
C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2024 sesual dengan kewenangan
masing-masing  tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan
publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023..

belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

1) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:

a) pengurangsn beban pengeluaran masyarakat.

b) peningkatan pendapatan masyarakat,

¢] penurunan jumlah kantong-kantong kermiskinan.

2] penurunan stunting antara lain:

a) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu
hamil, bayi dan balua.

b) kepiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak,

akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan
pendampingan keluarga rawan stunting.

¢] kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan
yvang mendukung pemberian makanan tambzhan dan suplemen
gizi lerutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.

3) pengendalian inflasi antara lain:
a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
b] pengendalian laju alih fungsi lahan,
¢] pemberian baniuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
d] penguatan tata kelola logistik daerah.
e} pengawasan harga dan operasi pasar.
4] peningkatan investasi antara lam:
a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem
Online Single Submission (O33).

k) mendukung penguatan konektivitas dan kualites sumber
daya manusia.

5] penguatan kualitas sumber daya manusia;

6) pembangunan infrastruktur; dan
7} peningkatan nilai tambah sumber Daya Alam [(SDA).
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3.

-6 -

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menctapkan target capaian
kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak
absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan, elisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

dalam rangka meningkatkan Kkualitas belanja dalam  APBD,
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memprioritaskan alokasi
anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran
belamja penunjang guna mendukung capaian target Kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan.

Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar
harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar llarga Satuan Regional dan butr C.1.m. 5}
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Kebjjakan Pembiayaan Daerah

a.

Pembiavaan Dacrah merupakan sctiap penerimaan yang perlu
dibavar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada (ahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28
avat (3} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.1.n Lampiran Peraluran Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

klasifikasi akun pembiayaan dacrah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja
pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

pembiavaan netto merupakan selisih  antara  penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto
digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup
dehsit anggaran.

KESESUAJAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penpanpggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.240.933.235.247
mengalami  penambahan  scbesar  Rp76.8135.318.058  atau 6,59%
dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Draerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rpl.164.117.917.189,00,

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai benkut
Pendapatan Asli Daerah {PAD) sebesar Rp131.060.214.925,
2. Pendapatan Transfer sebesar Rpl.10Y.873.020.322.

1.

3.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rpo.



Penganggaran target Pendapatan Dacrah tersebut harus merupakan
perkiraan yang terukur secara rasiona!l dan memiliki kepastian serta
berdasarkan pada ketentuan peraturarn perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4} Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga harus melakukan
reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung
pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalul inovasi kebipakan serta
mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi
transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat lentang APBD Tahun Anggaran 2024  sebesar
Rp1.240.933.235.247  dirinci sebagaimana Tabel 2 scbagai berikut

Tabel 2
Pendapatan Daerah
URAJAN JUMLAH |Rp}
PENDAPATAN DAEEAH
Pendapatan Asli Dagrah 131.060.214.925
Pajak Draerah 36.20(0.534.302
Retribusi Daerah 3,799 292 905
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 8482 828310
dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli Duerah yang Sab 82,487 554 408
Pendapatan Transfer 1.109.873.020.322
Pendapatan Transfer Pemerintab Pusa 1.6 170,935 000
Pendapatan Transfur Antar Daerah 63 702 081.022
Lain.Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan 1hbah
Lain-lain Pendapatan Scsuan dengan keteniudn
Peraruran Perundaog.Undangan
Jumlah Pendapatan 1.240.933.235.247

1. Pendapatan Asli Dacrah (PAL)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp131.060.214.925.

Selanjutnya, larget PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggararn 2024 terdin dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Dacrah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp36.200.534.302.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan persandinganpnya dengan target dan realisasi
PAD pada APBD Tahun Anggaran 20722 dan 2023 disgjikan pada
tabel 2.1 di bawabh ini.
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Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
Pajak Daerah antara lain :

1} Pajak Restoran schesar Rpl.500.000.000.
2} Pajak Penerangan Jalan sebesar Rpl6.350.000.000.

3} Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
schesar Rp5.735.275.337.

4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar
Rp6.U35.258.965.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribust Daerah dalam Rancangan
FPeraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 scbhesar Rp3.799.292.905.

Target Retnbusi Dacrah tersebut diuraikan ke dalam obyek
pendapatan retribusi daerah antara lain :

1] Retribusi Jasa Umum sebesar Rpl.365.000.000 dengan rincian
antara lain -

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan scbesar Rp40.000.000.

b) Retribusi Pelayvanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar
Rp15.000.000,

¢}  Retribusi Pelayanan Pasar scbesar Rp35.000.000.

d) Retribusi Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  sebesar
Rp200.000.000.

Terhadap pendapatan BLUD vang berasal darl jasa layanan
kesehatan yang semula diletakkan dalam Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah pada objek pendapatan BLUD dari jasa layanan, agar
dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada objek Pelayanan
Kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2023 pasal 27 ayat [3) yang berbunyi : peluyanan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} termasuk pelayanan yang
diberikan BLUD

2] Retribusi Jasa Usaha sebcsar Rpl.157.292.905 dengan rincian
antara lain :

a) Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebesar
Rpl.010.391.790,

b) Retribusi Tempatl Rekreasi dan Olahraga sebesar RpQ.

3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rpl.277.000.000 dengan
rincian  Retribusi  Perselujuan Bangunan Gedung.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi dacvrah dalam Rancangan
APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 harus
didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah, yang disusun berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah untuk target pencrimaan sampal dengan paling
lama 4 Januari 2024; dan

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan
paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024,




sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir €.2.a.1)b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal peraturan dacrah yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampal dengan ditetapkannya
peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor |
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nemor 35 Tahun 2023. Untuk
itu, pemungutannva baru dapat dilaksanakan sctelah ditetapkannya
peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022,

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, masib dapat berlaku paling lama sampai dengan
tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah
terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal
4 Januari 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2022
mulai berlaku paling lambat tanggal $ Januari 20024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan
bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennva efektil
mulai berlaku sejak tanggal 53 Januari 2023, Selanjutnya, dikecualikan
untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah
dan retribusi daerah sebagai berikut:

(1] pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 153/PUU-XV /2017,

(2] retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan,; dan

(3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomer 11 Tahun 2020 temang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajuk dan retnibusi daerah
lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan larget pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
Kabupaten Pasaman  Baral  Tahun  Anggaran 2024 harus
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
potensi pajak daerah dan retribusi daerah scsual maksud Pasal 102
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2023. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi
daerah dalam APBD memperhatikan:

(1} pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pukok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022,

[2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022

{3) ingentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebyakan
kemudahan berinvestasi yang diberikan alas permchonan wajib
pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala
daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

{i). kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
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{ii). kondisi tertentu objek pajak, seperii objek pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/alau penyebab lainnya yang
terjadi  bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
untuk menghindari pembayaran pajak;

(iii). untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan
ultra mikro;

(iv]. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapal program prioritas Dacrah; dan/atau

(vi. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang.

sesual maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintzah Nomor 24 Tahun 2019  tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 10 November 2023, realisast
Pendapatan Aslt Duerah (PAD] Kabupaten Pusaman Baral sebesar
Rp748.748.672.628,99 atau 64,31% dar alokasi Pendapatan Asli
Daerah pada Perawuran Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp 1.164.117.917.189,00, vang diuraikan antara lain :

1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp43.475.382.829.99 atau
27.21% dari alokasi Pajak Deruh pada APBD Tahun Anggaran
2023 sebesar Rpl159.723.661 303,00

2] Realisasi Retribusi  Idaerah  scbesar Kp2.273.207.970  atau
42.97% dari ulokasi Retribusi Dacralv pada APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp3.290.202 460,

Terhadap target alokasi Pajak Duerah dun Retribust Daerah dalam
Rarncangan Perda tentung APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupuaten
Pasaman Barat perlu menghitung kKembali turget Pajak Daerah dun
Retribusi Daerah tersebut secara fehih cermal sesual dengan potenst
nyata yang dimiliki, sehingga besaran ilorget Pendapatan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yung dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Pasaman Barat merupakan rencuna Penerimaan Daerah
yang terukur secara rasional dan dapat dicapar.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan yang terecanuum  pada  Lampiran ]
Ringkasan APBD vang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat tenlang APBD Tahun Anggaran
2024 scbesar Rp8 482,828 310 .

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal  Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat, maka penganggaran pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
moda! dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat sampal dengun Tahun Anggaran 2023
serta memperhatikan hasil perolehan maniaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi

1] Keuntungan scjumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden. bunga dan penumbuhan nilai BUMD yang
mendapatkan investasi pemernintah dacrah.
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2} Peningkatan berupa jasa dan keuntunpan bagl hasil investasi
sejumlah terteniu dalam wakiu tertentu.

3} Peningkatan pernerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat lungsung dari investast vung bersanghkutan.

4) Peningkatan penverapan tenaga kerja scjumlah tertentu dalam
jangka waktu wrientu sebagn alkibal langsung darl investas:
yang bersangkutun.

5) Peningkatan kesejahteraan masvarakat sebagai akibat dari
Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Derngan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butur C.2.a.2) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negerli Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Untuk itu, Pemerintah Kabupalen Pasaman Barat juga harus
melakukan antara lain langkah-langkah optunalisast kKinerja BUMD
yvang tidak menunjukkan kinerja vang memadal (Performance Based},
atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan
modal tersebut kepada Pemerinlah Kabupalen Pasaman Barat,
mulai dari melakukan efisiensi, rasionulisansi dan restrukturisasi
sampai dengan pilihan untuk melakukan disposal (penjualan aset)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih
dulu melakukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang
certified terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau
upaya hukum atas penyerlaan modal tersebut, mengingat
seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang
tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud
sebagai salah saw  lampiran Laporan  keuangan Pemenntah
Kabupaten Pasaman Baralt,

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasamun Baral juga harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisuris scelugal pemegang saham
pengendali dan peunjuman Rapat Unum Pemegang Saham (RUPS)
ke arah peningkulan kinerja dulum perolehan bagian laba  bagi
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat scsuai dengan  tujuan
penvertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman
Barat tentang AFBD  Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp&2.487.559.408,00, harus mempedomani Pasal 24 ayat [4) dan
Pasal 31 avat {4) Peraturan Pemerintah Komor 12 Tahun 2019 dan
butir C.2.a.3) Lampiran  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Target Lain-lain Pendapatan  Asli Dacraoh vang  Sah  tersebut
diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

1} Hasil Penjualan  BMD  wang Tidak Dipisahkan sebesar
Rp1.008.000.004,

21 Jasa Giro scboesoar Rp2, 200 000,000,
3] Pendapatan Bunga sebesar Rpd 500,000 000
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4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Keruginn Keuangan Dacrah
sebesar RpO.

5) Pendapatan  HMasil  Eksekusi  atas Jaminan  sebesar
Rp387.751.950,

Sebagaimana disampaikan sebclumnya terkail pendapatan retribusi,
pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan agar
dipindahkan penganggarannya ke retribusi pelayanan kesehatan

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target  Pendapatan Ducrah  vang bersumber dari
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Pasamarn Baral tentang APBD Tahun  Anggaran 2024 sebesar
Rpl.109.873.020.322 wtlay £9 44% duri 1otal Pendapatan Daerah dalam
Rancangan Peraluran Daerah tentang AFBD Tahurn Anggaran 2024,

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan
Daerah KabupatenPasaman Baral tentang APBI} Tahun Anggaran 2024
diuraikan pada jenis pendapatan -

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah
Pusat sebesar Rpl.046.170.939.000 diuraikan pada jenis
pendapatan sebagai berikut :

1} Dana Perimbangun sebesar RpY32.074. 203.000 yang diuraikan
ke dalam obyek pendapatan !

a) Dana Transier Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar
Rp37.595.484.000.

b} Dana Transfer Umum-Dana Alokas) Umum iDALU) sebesar
Rpo63.780. 164000,

¢} Dana Trunsler Khusus-Dana Alokasi Khusus {DAK) Fisik
sebesar Rp48.146.114.000.

d] Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi khusus {DAK) Non Fisik
scbesar Rpl190.552.441.000.

2] Dana Desa sebesar Rp87.063.957.000.
3) Insentif Fiskal sebesar Rp7.032.7749.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi duna transfer ke Kabupalen
Pasaman Barat schapaimana tercattum dulum Peraturan Presiden
Republik Indonesin Nomor 76 ‘Tahun 2023 Tentang Rincian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3
o Persandingan Pendapatan Transier Pemerintah Pusat )
Jumlah (Rp) well
aih
Uraian )
AFBD 2024 Perpres TH /2023
" PENDAPATAN DAERAH o o
PENDAPATAN TRANSFER O _ T
“Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat '1.046,170.939.000,00 970.583.056.000,00 |
| Dana Perimbangan_ " 942,074.203.000,00  963.550.277.000,00

{IL‘;;E““" Umum-Dana Bagi Hasil 47.505.484.000,00  37.559.541.000,00 -

* DBH Pajak Bumi dan Bangunan 12,0473, 320400000 12.043.529 000,04
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DBH Sumber Rava Alam [SDA) el ey e

TELLT A UL
Pengusut‘:__ag_n Panas Bumi
- Dana Bagi Hasil |PBH) Sumber LDuyva
" alam (504 Mineral dan Batubara AAE L34 6s ] T DMkl
_Royaly
DE!H Sumber Daxa ‘Alam [bTJM
. Kehutanan- Provisi Sumber [ave Hiutan |G e IV RV AR

(PSDH} dan BBH Sawit
DBH Sumber Daya Alam |SDA)

_Perikanan . L. 73 A G |
Dene Transfer Umum-l‘.‘lana Alokaki

| | Gmum oAG, - 665.780.164.000,00
Dau 663,750, 1 64.000,0U
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Khunus |IDAK| Fisik

" DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Fegulor-
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FaAUD
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SMP ST e

" DAk Fisik- B]dang Pendidikan- Regulher
PLEgﬁtakug_n_[Jaemh

DAK Fisik-Bidang Keschatan dan kB
_Reguler- Pelayanan Kesehalan Nasar
"DAK Fisik-Bidang iteschatan dan K- '
Reguler-Penguatan Penurunan Ange. 1.1 26, St AN L)
| Kematian !bu dan Bayl
DAK Fisik-Bidang Kesehatan din k13-

Reguler- -KEB L

DAK Fisik- B1dang Kelautan dan
|___F'e1 ikanan-Penugasin N

DAK Fisik-Bidang Jalan-Regule:s-Jalan

10,73 31 E Ol

._.
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|
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W K3 0000
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" DAK Non Fisik- TPG PNSD L uaaToEa L
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934 .617.000,00

17, 120.380.00¢,00

1.75:2.890,.000,00

665.T80.164.000,00

665.780. 164, ODU 'DCI-

69 656.131.000,00

200.000.000,00

7.261.608 000,00

2.145.351.000.00

10,739 518,000,040

1.7 32.462.000,00

1,128,564 000,00

021.283.000,00

6.948.009.000,00
31512.017.000.00

15,502.464 U000
1.566,855.000.00
190.552.441,000,00

63.736.700.000,00
2.060.000.000.00 '

43271 185.000,00
1.251.734.000.00
5.442.000.000.00

2.878.700.000,60

L6, G349 &6 D00, 00

4,358.243.000,00

é14.215.000,00

7.032.779.000,00
97.063. 95'? 000, 00 '

Pemerintah Kuabupaten Pasaman Barat apnr menyesuaikan kembali

Pendapatan Transfor Pemerintah  Pusat

dengan mempedomani

alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercanium
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dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani
Petunjuk Teknis dari kementeriar terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp63.702.081.322 yang
diuraikan pada rincian obyek Fendapatan Pendapatan Bagi Hasil
Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsli Tahun Anggaran
5024, Dalam hal penelapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun
Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun
Anggaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran
Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran
2023 sebagaimana  diamanatkan  butir C.2.b.5)b} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

C. Kebijakan Belanja Dagrah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.406.404. 187,187,

Penyediaan alokasi belanja daerah terschut meliputi semua pengeluaran
dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat dan pengeluaran lainnya sesual dergan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas vang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu] tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan  wapb  yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusal yang minumal diatur
dengan Peraturan Pemerintah sebapaimana ditegaskan pada pasal 18
Undang-Undang Nemor 23 tahun 2014,

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan  urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan  pilihan setelah  mempertimbangkan pemenuhan
lebutuhan urusan pemerintahan waflb yang terkait dengan
pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenamgan masing-
masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanal pelaksanaan urusarn
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah,

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupalen Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl.406.404,187.187 dirinct sebagaimana Tabel 4 sebagat bertkut
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Tabel 4
3 Belanja Daerah o
URAIAN JUMLAH (Rp)

'BELANJA DAERAH ' o S
' BELANJA OPERASI )  1.063.214.063.363
"Belanja Pegawai o T 624 652,197,622
Belanja Barang dan Jasa o - 383.732.400.321
" Belanja Hibah - i © 53.664.465.420
" Belanja Bantuan Sosia) ) ' ©1.165.000.000

. BELANJA MODAL =~ T T

' 160.402.821.646

I Belanja Modal Peratatan dan Mesin 21.8-1-1 132.307 .

26.028.956.233

' Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ' 45.571.278.952
' Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 2.987 417 825
' Belanja Modal Aset Lainnya . 116.000.000
' BELANJA TIDAK TERDUGA T " 5.000.000.000
_-Iﬁelanja Tidak Terduga - " 5,.000_00[}_0{}{}
' Belanja Transfer o ' 177.787.302.178

4.007 273,678
O 173.780.028.500
' 1,406.404.187.187

Belunja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan
“Jumlah Bélanjn
Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelavanan
Dasar dalam rangka pemenuban Standar Pelayanan Minimal (SPM]).
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5] Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasama Barat lentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk
pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai
berikut :

a. 3PM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja $PM bidang Pendidikan sebcsar
Rp39.697.051.650 atau 8,10% dari total belanja Crusan
Pemenntahan Bidang Pendidikan sebesar Rp489.622.158.622.
Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam
kegiatan sebagai berikut -

1] Kegiatan Pengelolaan  Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp21.621.266.800, agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapalan

al standar  satuan Pendidikan, meliputi  standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiavaan. dan
standar penilaian.
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b} Standar kegiatan pemenuhan layvanan dasar SPM Sekolah
Dasar.

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Dasar

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

e} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Drasar.

I Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

Kematan  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
menjadi sebesar Rpl13.861.328.050  agar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannva
untuk menjamin pemenuhan dan pencapatan :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetcnsi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

bj Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah
Menengah Pertama.

c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Menengah Pertama.

d} Pemenuhan  kuoalitas dan  pemerataan  lavanan  Sekolah
Menengah Pertama,

¢} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sckolah
Menengah Pertama.

f] Pemenubhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

Kegiatan Penpelolaan Pendidikan Anak Usia Dini {(PAUD) menjadi
sehesar Rp4.053.031.300, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya  serla  diprioritaskan  penggunaannya  untuk
menjamin pemenuhan dan pencapaian :

a) standar  satuan  Pendidikan, meliputi standar kompetensi
iulusan, standar 1sl, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. dan
standar penilaian.

b) Standar kegiatan pemenuhan lavanan dasar SPM PAUD.

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan layvanan satuan PAUD.

d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

€) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Kegiatan Pengelotaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar

Rpl61.425.500, agar ditingkatkan alokasi anggarannoya serta

diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan

pencapaian :

al standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar 1s1, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayazan, dan
standar penilaian.
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b} Standar kegiatan pemenuban layanan dasar SPM (Paket A,
Pakel B, dan Paket C).

¢] Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
{Paket A, Paket B, dan Paket CJ.

d} Pemenuhan kualitas dan pemerataan lavanan |Paket A, Paket B.
dan Paket C).

e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A,
Paket B, dan Paket ).

i} Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan [Pakel
A. Paket B, dan Faket CJ.

Selain ita, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran vang
mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penvediaan jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan serta pemingkatan  kualilas
pendidik dan enaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD). pendidikan dasar, dan pendidikan nonlormal/ kesctaraan,
sebagal bagian dari cakupan mulu  pelayanan  dasar  bidang
pendidikan  vang  wajib  disediakan  oleh  pemerintah  dacrah
sebagaimana duwur dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan Dan
Kebudavaan Republik Indonesia Noumor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelavanan Mimimal Pendidikan, vakni:

Il Sub Kepgiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga kependudikan
bag Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp2 695 800 000
agar ditinghatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk
menjamin lersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas.
guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan
pendidikan yvang mermliki Peserla Didik penyandang disabilitas
serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yvakni kepala sckolah dan
tenaga penunjang lannva pada  setiap Satuan  Pendidikan
sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

2} Sub  kegiatan  Pengembangan  Karir Pendidik dan  Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp474.200, 150, agar ditingkatkan alokasi anggarannva vang
mencukupl untuk menjamin:

a) hualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah
memiliki ijazah Dipioma empat (DIV) atau Sarjana (S1), dan
memiliki sertifikat pendidik. pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat (D-1YV) atau Sarjana (31), berasal dari
Euru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki  pengalaman
manajerial paling sedikti 2 {dua) tahun, dan memiliki sura
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau  sertifikat guru  penggerak, pada  setlap  Satuan
Pendidikan.

¢ hualitas Pengawoss Sckolah memilike kaahfikas: akademik
puling rendah Diploma empat (D2-1V) atau Sarjana (510
berasal dan gurd, memiliki sertifikal pendidik. dan memilika
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.
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d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bag 3atuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar
Rp2.383.749.700, agar ditingkatkan alokasi anggarannya vang
mencukupl untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik
vakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing
khusus bagi satuan pendidikan vang memiliki Peserta Didik
penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan
yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap
Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sub  kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama sebesar Rp2.344.953.000, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:

a] kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah
Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1} serta memiliki
sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b] Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma cmpat (D-IV] atau Sarjana (S1), berasal dari
guru, memiliki  sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikth 2 [dua) abhun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
atau sertilkat guru penggerak, pada sctiap Satuan
Pendidikan.

¢} Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat (D-1V) atau Sarjana (S}
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada sctiap Satuan
Pendidikan.

d) Kualitas tenaga penunjang lainnva memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan,

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan PAUD sebesar Rp397.800.000, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin
tersedianya Pendidik yaknt guru pendidikan anak usia dini dan
Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia
dini atau penilik pada sctiap Satuan Pendidikan sebagaimana
diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub  Kegiatan Pengembangan Kkarir Pendidik dan  Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, vang dianggarkan
sebesar Rp501.872.750, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yang mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat (DIV}) atau Sarjana
{S31) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling,
atau  psikologi  serta memiliki  sertifikat  profesi  guru
pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
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b} Kualitas Kepala Satwan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki
kualifikasi berasal dari guru, memilikj sertilikat pendidik,
memiliki pengalaman manajerial paling sedikti 2 [dua) tahun,
dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada
setiap Satuan Pendidikan.

¢] Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademnik
paling rendah Diploma Empat (D-1V] atau Sarjana (3-1)
kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda
tarnat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau
sertifikat guru penggerak, pada setiap Batuan Pendidikan.

d] Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma Empat (D-1V) atay Sarjana (S-1).

Sub Kegiatan Penvediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi  Satuan  Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  sebesar
Rp6.950.000, agar ditingkatkan alokasi Aanggarannya yang
mencukupi serta diprioritaskan  alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni
tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan vakni
kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga
penunjang lainnya, pada sctiap Satuan Pendidikan sebagaimana
diatur dengan keterituan peraturan perundang-undangan.

Sub  kegiatan Pengembangan  Karir Pendidik  dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal /Kesctaraan
sebesar Rp94.4735.500, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
¥ang mencukupi untuk menjamin :

a] Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualilikasi
akademik paling rendah Diploma empat (D-1V) atau Sarjana
(51) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu vang
diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

b} Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiiiki
kualifikasi akademik paling rendah Diploma cmpat [D-1V)
atau sSarjana (1), pada setiap Satuan Pendidikan,

¢} Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah
Diploma empat (D-]V] atau Sarjana (81} pada setiap satuan
pendidikan.

d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ifazah
SMA /sedergjat, pada setiap Satuan Pendidikan,

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian dnggarannya
uniuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan uniuk
Kabupater /kota vang terdiri dari:

1}

2)

3)

100%: warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini.

100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar.

100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyclesaikan
pendidikan dasar dan menengah vang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20721 tentang
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Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun
2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

SPM Keschatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM  Kesehatan sebesar
Rp2.157.421.300 atau 1,73% dan total belanja Dinas Kesehatlan
sebesar Rpl124.044.281.150 agar ditingkatkan alokas) anggarannya
dan digunakan untuk Pelayanan vang bersilat peningkatan/promoul
dan pencegahan/ preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap
jenis peclayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mentert Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuvhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan, yvang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berkut :

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
sebesar Rp460.449.750 agar ditinghkatkan alokasi anggarannya
serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :

a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet
tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam
medis ibu, dan buku KlA.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawalt.

c] Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang scsuai

(1] Standar kuantitas vakni Kunjungan 4 kal selamau
perinde kehamilan (K4)

{2) Standar kualias  yakni pengukuran berat  badan,
pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan
Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim {fundus
uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung
Janin {DJJ], pemberian imunisasi sesual dengan status
imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90
Ltablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus,
temu wicara {konseling).

2] Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
sebesar Rpl172.671.500, agar ditingkatkan angparannya dan
diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:

a} Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah
darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis
ibu, dan buku KIA,

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan  sesuai
standar meliputi  persalinan normal dan persalinan
komplikasi.

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
sebesar Rp30.003.000, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :




4)

S)

a)

D]

Menjamin  ketersediaan vaksin  hepatitis BO, vitaminn K1
injeksi, salep/tetes mata anubiotic, formuhr bayi baru fahir,
formulir MTBM, dan buku K1A.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.

Menjamin terlaksananya Pelavanan kesehatan bayl baru
lahir sesual standar meliputi

(1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kal
selama periode neonatal
{2] Standar kualitas vakni pelayanan neonatal esensial saat

lahir {0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah
lahir {6 jam - 28 han).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi
sebesar Rp69.903.500, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
serta dipricritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan terscbut
untuk .

4}

)

Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang
berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin & Biru, vitamin A
merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan,
jarum suntik dan BHP, dan peralatan analfilaktik.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputl dokter,
atau bidan, atau perawat dan gua dan tenaga non
keschatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu
seperti guru paud dan kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia
0-59 bulan sesuai standar meliputi :

{i] Pelavanan kesehatan balita sehat yakr pelavanan
kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelavanan kesehatan
balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balia usia
24-59  bulan, pemantauan perkembangan  balita,
pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar
lengkap, pemberian imunisasi  lanjutan, pengukuran
berat badan dan panjang/tingg badan dan edukasi dan
informasi

(2] Pelayanan kesehatan balita sakit vaknm pelayanan balita

menggunakan pendekatan manajemen lerpadu  balita
sakit (MTBS).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar sebesar Rp596.217.200, agar ditingkatkan
alokasi anggaranmnya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

a)

o)

Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku
pemantauan  Keschatan, kuesioner skrining kesehatan,
formulir rekapitulasi hasil pelavanan kesechatan usia sekolah
dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulas: hasil
pelayanan keschatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Menjamin  ketersediaan temaga kKesehatan yakm dokter/
dokter gigi, atau  bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga
keschatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih
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atau mempunyai kualifikasi terientu yakni guru, kader
kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.

¢)] Menjamin terlaksananva pelayvanan  kesehatan  usin
pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai
dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu
tahun ajaran dan usia 7 sampai 13 tahun di luar sckolah,
meliputi
{1} Skrining keschatan yvakni penilaian status gz, penilaan
tanda vital, penilaian keschatan gigi dan mulut, dan
penilaian ketajaman indera

(21 Tindaklanjutl hasil skrining kesehatan vakni memberikan
umpan  balik hasil skrining kesebatan. melakukan
rujukan jika diperlukan dun membenkan penyuluban
kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif scbesar Rp64. 180,900, agar ditingkatkan alokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub Keglatan tersebut untuk :

al] Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur
berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur hngkarperut,
Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas
alkohol. KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (31 PTM}

bl Menjamin ketersediaan Tenuga Kesehatan yakni Dokter, atau
Bidann, atau Perawat, izl dan Tenaga keschatan
masvarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih  atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan,

¢} Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produkuf
sesual standar meliputi

{1] Edukasi kesehatan termasuk Keluarga berencana,

(2} Skrining faktor ristko penvakit menular dan  udak
menular vakni Pengukuran tinggi badan, berat badun
dan lingkar perut, Pengukuran tekanan  darah,
Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.

i3] Tindaklanjut hasil skrining kesehatan vakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Jub  Kegiatan Pengelolaan  Pelayanan Keschatan pada  Usia
Lanjut  sebesar Rpo8.398.000. agar ditingkatkan alokas
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatlan tersebut untuk .

a) Menjamin ketersedioan pedoman dan media KIE, alat ukur
berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperul,
tensimeter, glukometer, tes strip gula darah. lancet, kopas
alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaparan
Aplikasi Sistemn [nformasi Penyakit Tidak Menular [SIPTM).

b) Menjamin Ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
hidan, atau  perawat, gizi dan tenaga keschatan masyarakat.
serta  tenaga non  kesehatan terlatih  atau  mempunyiu
kualifikasi tertentu antara laan Kader kesehatan,
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¢] Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif
sesual standar meliputi :

(1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

{2 Skrining [laktor risiko penyakit menular dan tidak
menular yakni pengukuran tingei badan, berat badan
dan  lingkar perut, pengukuran tekanan darah,
pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.

d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub  Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi Rp48.400.500, agar ditingkatkan anggaran vang
mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk ;

a] Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi
dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.

b} Menjamin ketersediaan tenaga keschatan yakni dokter, atau
bidan, atau Perawat, dan Tenaga keschatan masyarakat.

¢} Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita
hipertensi sesua standar meliputi:

{11 Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal saty kali
sebulan di lasilitas pelayvanan Kesehatan,.

(2] Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Kkepatuhan
minum cbat

(31 Melakukan rujukan jika diperlukan.

Sub  Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melilus sebesar Rp38.746.130, agar ditingkatkan
anggaran yang mencukupl serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

al] Menjamin ketersediaan glukomelter, strip tes gula darah,
kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan
aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.

bl Menjamin kelersediaan tenaga keschatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawal, gizi dan tenaga keschatan masvarakat.

c] Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes
mellitus adalah pelayvanan kesehatan sesual standar yvang
meliputi :

(1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kal
sebulan di fasilitas pelavanan kesehatan

(2} Edukasi perubahan gaya lidup dan/atau Nutrisi
(31 Melakukan rujukan jika diperlukan.

10] Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan  Jiwa  Beral sebesar Rp272.225.500, agar
ditingkatkan anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan
alokasi angparan pada sub kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis
Penggolongan  (Gangguan Jiwa (PPDGJ I} atau  buku
pedoman diagnosis penggoelongan gangguan fiwa terbaru, Kit




b}

C)
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berisi 2 alat fksasi, penvediaan formulir pencatatan dan
pelaporan, dan muedia KIE.

Menjamin ketersediaan minimal ! orang dokter dan/atau
perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnyi.

Menjamin terlaksananya pelavanan kesehatan pada OLGJ
berat sesuai standar bagi psikeuk akut dan skizofrena
meliputi:

(1] Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemenksaan status
mental dan wawancara.

(21 Edukasi,

(3] Pengukuran gula darah dilakukan minimal salu kali
sebulan di fasilitas pelayanan keschatan.

4] Edukuasi kepatuhan minum obat.

(51 Melakukan rujukan jika diperiukan.

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis sebesar Rp272.225.500, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan lersebut untuk .

12

aj

b

Menjamin ketersediaan media KIE {leaflet, lembar balik.
poster, banner|, reagen Zn TB, masker jerus rumah langga
dan Masker N93, Pot dahak, kaca slide, bahan hubis pakai
(Gl emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen. ose/lidi).
rak pengering, catridge les cepat moelekuler,  formulic
pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional
prosedur.

Menjamin  ketersediaan  lenaga kesehatan yakni dokter/
dokter spesialis penvakit dalam/dokter spesialis paru, atau
Perawal, Analis Teknik Laboratorium Medik {ATLM}. penata
renlgen, tenaga keschutan masvarakat serta tehaga noen
kesehatan  terlatih atau mempunyal  kualifikast  tertentu
antara lain kader kesehalan.

Menjaumin  terlaksananya  pelavanan  orang  lerduga TBC
sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi

11} Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

(2] Pemeriksaan penunjang vakni  pemeriksaan  dahak
dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.

i3] Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.

14 Melakukan rujukan jika diperlukan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Orang denpan
Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp63.9499.800, agar ditingkatkan
alokasi anggarannva dan diprioritaskan alokas) anggaran pada
sub Kegiatan ersebut untuk ¢

ajl

Menjamin kelersedinan media KIE berupa lembar balik,
leallet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertamal. bahian
medis habis pakai, Alat wulis, rekam medis bensi homor
rekam medis, nomor fasilitas pelavanan kesehatan pelaksana,
nomor KTP/ NIk,
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bl Menjamin ketersediaan tenaga keschatan vakni dokter/
dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan
kelamin, atau perawal, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan
masyarakat serta lenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyal kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan
penjangkauan.

¢} Menjamin terlaksananva pelayanan  kesehatan yang
diberikan kepada crang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai
standar meliputi

(1} Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

(2) Skrining dilakukan dengan pemernksaan tes cepat HIV
minimal 1 kali dalam setahun

(3 Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapatan SPM
Kesehatan untuk kabupaten/kota vang terdiri dari:

1] 100% ibu hamil yang mendapatkan lavanan kesehatan,
2] 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
3] 100% baw1 baru lahir vang mendapatkan layanan kesehatan.

4] 100% balita vang mendapatkan layanan keschatan.

5) 100% warpa negara usia pendulikan dasar yvang mendapatkan
layanan kesehatan.

&) 100% warga negara usia produktif vang mendapatkan layvanan
kesehatan.

7] 100% warga negara usia lanjut vang mendapatkan layanan
kesehatan,

B8] 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan
layanan kesehatan.

9) 100% warga negara penderita diabetes  mellitus  vang
mendapatkan layanan kesehatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan

11} 1004 warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan
lavanan kesehatan

12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus vyang
melemahkan daya Lahan tubuh manusia (Human
Immunodeficiency Virus) yvang mendapatkan layanan keschatan

Sesual maksud  Peraturan Pemernntah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, dan
Feraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayvanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum scbesar
Rp4.360.510.000 atau  4,29% dari total belanja  urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penatlaan Ruang pada
Dinas Pekerjaan WUmum dan Penataan Ruang sebesar
Rp101.623.651.381. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya sctiap
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tahun dan peruntukkannya harus sesuai dengan sasaran penerima
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik [ndonesia Nomor 29/PRT/M/2018
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan
sebagai berikut :

1} Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penvediaan Air
Minum {SPAM) di Dacrah Kabupaten/Kota sebesar
Rp2.125.782 500, apgar ditingkatkan alokasi anggaran vang
mencukupi dan diprientaskan sasaran penerima yakni Rumah
Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan
berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilavani melalu
sistemn penyediaan air minum.

2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Dacrah Kabupaten/Kota sebesar
Rp2.234.727.500, agar ditingkatkan alokasi anggarannya dan
diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang
lermasuk dalam wilayah pelavanan pengeclahan Air Limbah
Domestik  kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada
masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Areca
Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang
terdiri dari :

1) 100% warga negara vang memperoleh kebutuhan pokok air
rminum sehari-hari.

2) 100% warga negara vang memperaoleh layanan pengolahan air
limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Neger:1 Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menleri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Tekmis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi angparan untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar
Rp23.678.424.000 atau ©6,78% dan total belanja urusan
pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar
Rp35.4536.916.800 pada SKPD Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan, harus ditingkatkan alokasi anggaran
yvang mencukupl untuk belanja SPM tersebut dwraikan dalam
kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyval
Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat, vakni :

1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp0,
atau hbelum dianggarkan, harus disediakan alokas
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya
ldentifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, [dentifikasi
lahan-lahan potensial sebagail lokasl relokasi perumahan, Data
rumah korban bencana kegjadian  sebelumnya vang belum
tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan
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rumah sewa, Verifikausi penerima layanan SPM yvakni Rumah
wangega Korban Bencuna Alam atau Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kola, dan Perivusunan Rencana Aksi.

2} Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilinas
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota
sebesar Rpl6&.867.950, harus ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya
sosialisasi Standar Teknis Penyedisan dan Rehabilitasi rumah
kepada masyarakal/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug
Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan 5PM
vakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penvelenggaraan rapat
koordinasi untuk menvepakat Penerima dan jerus pelavanan.

3] Kegiatan Pembangunan dan  Rehabilitasi  Rumah  Korban
Bencana atau  Relokasi  Program  Kabupaten/Kota  sebesar
Rp23.509.556.050, harus ditingkatkan alokasi anggarannya
vang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

a] Rehabilitusi rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kota melalui  tahapan  pembenwukan  tim
pendamping;  fasilitator,  pelatihan  fasilitator,  dan
pelaksanaan rehabilitasi rumah.

b) Pembangunan kembal melalui tahapan pembentukan tim
pendamping/ fasilitator, Pelatthan fasilitator, penyusunan
DED Pembangunan kembali rumab layak huni dengan
spuesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.

¢l Pembangunan  baru/relokasi  korban  bencana melalu
tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED
Rumah bersama penerima pelavanan [asilitasi penyediaan
rumah lavak huni, pembangunan rumah khusus + P3UL

4} Kegiatan Pendistribustan dan Serah Ternima Rumah bagi Korban
Bencanit atau Relokasi Program Kabupaten; kola scbesar RpU.
atau belum dianggarkan, harus disediakan alokasi anggaran
yang memadal untuk menjamin  terlaksananya Pelaksanaan
Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah
Terima Rumah bapgl Korban Bencana Kabupaten/hota atau
Relokasi Program habupaten/kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan Rakyat dan hawasan Pemukiman untuk
Kabupaten/ kota vang terdiri dan

1} 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah
lavak huni.

2) 100s warga negara vang terkena relokasi akibat program
pemerintah daerah kabupaten/kota vang mempercleh fasilitas
penvediaan rumah vang layak hunt

Sesuali maksud  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3Y Tahun 2021, dun
Peraturan Menteri Pekerjoan Umum dan Perumahan Raloat homor
26 Tahun 2018,

SPM Trantibumlinmas

1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas  sulb
urisan Bencana sebesar Rp402.604.000 atau 9,80% dari lotal
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belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar
Rp4.104 .526.399. Alokasi anggaran untuk belanja SPM Lersebut
untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan
penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam
kegiatan sebagai berikut vang peruntukkannya harus sesUal
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menten Dalam Negen
Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar
Teknis Pelavanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub.
Urusan Bencana Dacrah Kabupalen/Kota, vakni

a) kKegiatan Pelavanan Informasi Rawan Bencani
kabupaten/Kota sebesar RpO. atau belum dianggarkan.
agar disedlakan alokasi anggaran vang memadai dan
mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan
penyvusunan  kajian  risikoe  bencana  dan melakukan
Sasialisasi, komunikasi. Informasi dan Edukasi {KIE) Rawan
Bencana Kabupaten/ kota (Per Jenis Bencana).

b} Kegiatan Pelavanan Peneegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Rencana  stbesar RpU. atau belum dianggarkan, agar
disedlakan alokasi anggarannva serta  peruntukkannya
diprioritaskan  untuk melakukan pemyusunan  rencana
penanggulangan bencana, pembuatan rencana kKonbryensi.
pelatthan  pencegahan  dan mitigasi, gladi  kesiapsiagaan
terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan
sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta
penyediaan  peralatan  perlindungan  dan  kesiapsiagian
1werhadap bencana.

¢ Kegiatan Pelavanan  Penyvelamatan dan Evakuasi korban
Bencana sebesar Rp402 604.000. agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta  diprioritaskan  untuk  melaksanakan
respon cepat kejadian luar biasa penvakit/wabah zoonosis
prioritas, respon cepat darurat bencana, akiivasl sistem
komando  penanganan  darural  bencana,  pencanin,
pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana.

2}  Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan kebakaran dacrah sebesar Rpl94.624.000 atau 2,17%
dan total belanja Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
RpS.931.403.799. Alokas anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam  kegiatan sebagar berikut, serta agar
ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi pnieritas dalam
pPenyVUSuILiN percnueanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya  harus  sesuai sebagaimana  diatur  dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelavanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
kKabupaten/Kota, yvakni :

a)  kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemuadaman,
Penvelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahava dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah kKabupaten/Kota sebesar
Rpl153.774.000, agar ditingkatkan alokasi anggaran vang
mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepal
[Response  Time)  penanggulangan  kejadian  kebakaran,
layunan  pelaksanaan pemadaman  dan pengendaban
kebukaran, serta lavanan pelaksanaan penvelamatan dan
evikuasi.
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b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
Kebakaran sebesar Rp40.850.000, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukup: serta diarahkan untuk
layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca
kebakaran.

¢} Keglatan Penyelcnggaraan Operas: Pencarian  dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
sebesar Rp0, atau belum dianggarkan, agar disedlakan
alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk
layanan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran.

3} Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan Ketentraman dan  Ketertiban Umum  sebesar
Rp832.026.800 atau 9,31% dari total belanja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehesar
Rp8.931.403.799. Alokasi anggaran untuk belanja SPM terscbut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus
ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam
pernyusunan perencanaan dan penganggarar, dan
peruntukkannya harus sesual  sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan
Kabupaten/Kota, yakni

a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman  dan
Ketertiban Umum dalam 1 {satu) Daerah Kabupaten/Kola
sebesar sebesar Rp832.026.800, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan
untuk Penvusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenleraman
Masyarakat, Pecngadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan
vang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan
hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

by Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS]
Kabupaten/Kota schesar Rp0, atau belum dlanggarkan,
harus disediakan alokasi anggarannya yang mencukum
untuk Pengembangan Kapasitas dan Kaner PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai  dan
diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masvarakat, Pengadaan dan Pemehharaan Sarana
dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakatl termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
vang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang
terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukwm
terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM
Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaiu:

1) 100% warga necgara Yang memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum perda dan perkada.
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2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan
bencana.

3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4} 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana.

5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayvanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan Ketertiban Umum di  Provinsi/Kabupaten/kota  dan
Kabupaten /Kota.

SPM Sosial

Alokasi  anggaran untuk  belanja SPM  Sosial  sebesar
Rpl.218.064.850 atau 26,75% dan total belanja SKPD Dinas
Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial  sebesar
Rp4.552.684 699, Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebul
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan
alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukkannya
harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di
Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, vaknt :

1} Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut  Usia  Terlantar, sena
Gelandangan Pengemis di  Luar Panti Sosial scbesar
Rp33.758.430, dialokasikan anggarannya secara signilikan serta
untuk menjamin terlaksananya seluruh lavanan dasar yang
diberikan kepada Penvandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial berupa .

a) Layanan data vyakni layanan vang diberikan kepuda
penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia
telantar, serta gelandangan dan pengemnis untuk diusulkan
masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan
orang tidak mampu.

b) Layvanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan
menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan,
dan/atau pertanyaan vang disampaikan oleh masyarakat
kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusal
kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya.

¢) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera
vang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota
dan/alau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang
disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta
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gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan
karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi
kebutuhan dasarnya

d) Lavanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan
diberikan paling lama 7 {lyjuh) hari, sandang, alat bantu,
perbekalan keschatarn, bimbingan fisik, mental spiritual, dan
sosial kepada penvandang disabilitas telantar, anak telantar,
lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis,
bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas
telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan
pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomeor
induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu
identitas Anak, akses ke lavanan pendidikan dan kesehatan
dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau
reintegrasi social dan rujukan.

2} Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota scbesar Rpl.184.306.400, agar ditingkatkan
alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh
layanan dasar vang diberikan kepada Penyandang Dhsabnlitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, scria
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat langgap
darurat bencana dan setelah tanggap darurat benicana, berupa :

a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima ecleh
korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap
darurat bencana vang merupakan kebuluhan dasar berupa
permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi,
penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan
psikososial.

b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap
darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa
penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan
dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi mndikator pencapaian SPM
Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari

1§ 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti.

2] 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial
dasar anak telantar di luar panti.

3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitas:
sosial dasar lamjut usia di luar panti.

4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

5) 100% warga negara korban bencana yang memperclen
perlindungan dan jaminan sosial.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minunal Bidang
Sosial di  Daerah  Provinsi/Kabupaten/kota dan  di Dacrah
Kabupalen Kota.
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Imtuk itu, Pemerintah Kabupaten Pusaman Barat harus mempriortaskan
terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaun peleksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dulum rangka pernenthun
Standar Pelayanan Minimal (SPM} sebagaimuna ditegaskan dalam pasal
49 ayat {5} Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 sertu
mengalihkan alokasi Belanja Hibah puda Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasuman Barat tentang APBU Tahun Anggaran 2024
dalam rangka pementuhan SPM tersebut.

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupalen Pasuman Burat tentang APBD Tahun Anggaran 2024
Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yvang
tercantum dalam  Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badun Perencanaan Pembangunan Nasional Republik
indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemcerintah
Tahun 2023 dan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2023,

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pusaman Bara! tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemenintah
Kabupaten Pasaman Burat telah mengalokasikan  anggaran  belanja
duerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023
tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagal berikut

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pasuman Barat dengan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2024

Razio
APBD 2024 Terhadap
Prioritas Kasional Belanja
Drerah
] (Rp| %)
Memperkuaat ketdhanan Erortez antuk
1 Pertamibaibnm TR Bles Ktaalas S AT 35 AM AT G RN
) Berkeosdibin (N1}
Meneembangkan Wilayah untuk Mengurang -, =
Al fa74 540 L
2 Kesemungin dan Menjamin Peanerataan {PN2) LBT ad2 s H
AMemppkatkan Sumber [divi wWanusm - o -
. 4 H.;r -'." L . - . n
2 Borkualias dan Berdaya Saing 1PN N THA A0 TR T At
T RHewolus Mental  dan Pem buangunun ) . .
4 . . a5 A 3
 Rebuaduyuan [PN4 __ FHAT 15U b
Memprrkwat Infrastrukiur untuk Mendukung
3 Penyembangan Ekanom dan Pelavanan Dasar 175083023 752 1245
[N 5 ) _
Membangun Lingkungan Heiup Memnghatkan
G Ketalunan Bencana dun  Perubahan  [klim fr4 TH Teh 20T A
) [FME o
Mempoerkao Srabilitas Fulilik Hukum dULKR2L 25T TR
b Pe Giditnan dan Keamanan don Trensformas JHAT
_ Felivapan Pubak IFST B
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APED [ G 2004 18T 187 TLIL Lk

Total Belanja Dacrih Slpr HRLLAT 1ET

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Baral tentang APBD
Tahun 2024 sudah selaras dengan prioritus pembangunan dan
kebijakan pemerintah pusal sesual maksud Lampiran Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024. sehingga belum lerlibal pemetaan yung
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jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023
dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan
sesual dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024,

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agur mempertahankan
secara lerus menerus dan konsisten dengun hasil penyajian tabel
sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud.

Selanjutnya.  Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat  harus
mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan EKP Tahun 2024
tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden melalui 5 ({lima} arahan utama Presiden, yaitu :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia {SDM}, membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologl didukung dengan kerja sama industri
dan talenta global,

b, Pembangunan Infrastrukuur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisala,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan
nilai tambah perekonomian rakyat.

¢. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendckatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 {dua)
Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan  Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birckrasi yang
parjang, dan menyederhanakan esclonisasi. dan

e¢. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi  dari
ketergantungan 3SDA memjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yvang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dukungan Alvkasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBED Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7
{tujuh} prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024,
sebagal berikut ;
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Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijukan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

Raslo
Terhada
AFBD 2024 P
No Prioritas Proviosi Belunja
. Daerah
(Rpl %]
Mewujudkan Sumliueg [hati Manusi THS 118985775 54,40

1 Berakhlak  Mulla, Sebat. Loggal Dan

. Berdaya Sang .
Memnghathan Tutw kehidapan Soma!l 52610323851 3174
Kemasyarakatan Berdasarzoan Falsafah Aduat

~ Hasandh Svard -Svara Husand Kitabuallah

b

Meningkatkan R TR Tambak [Jeape 8131 63337 T
3. Produktivitas Hertamnin. Perkeburan,
, Peternakan Drn Perikanin N _
Meningkatkan  Usihn Perdapangan [Dun 10 [FLE71.817 (0,72
4 Industri  Keeilf Menengah  Serta Ekonom
_ Berlzass Dagilul o .
Z Memingkatkan Ekomuan Kreatif Dan Dava 4179224 680 0,00
' _ Baimng Kepariwinalain _
5 Menmpkathan Pembangunan  [nfrastrukos 1530.477.173.653 11,34
- Yang Berkeatilan Dan Ferkelanjutan .
Memngkathkan Foalibas Tata Keleda J70.T14 871 ET4 20T

7. Penvelengparaan Pemenntahan Dacrah Yung
- Bersih, Akuntobel Serra Berkualitas

Jumiah Alokesi Anggaran dalam APBD L.406.404,187.18T7 104,00
Total Belanje Daecah 1.406.404.187.187

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat lentang APRD
Tabun Anggaran 2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan
Provins: sesual muksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penvusunan APBD Tahun
Anggaran 2024, schingga belum terlihal pemetaan vang jelas dan
program pada  rancangan APBD  Tahun 2024 dengan  Pricritas
Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 18 Tahun 2023 tenlang Rencana Kera Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024,

Lntuk 1tu Pemerntah Kabupaten Pasaman Barat agar mengupayakan
secara  lerus  menerus  Konsistensi antara kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pusaman Baral dengan privntas provinsi Tahun 2024,

Alokasi Anpgaran Dalam Rancangun Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Buarat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap
kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024,

Dalam Rancangan Peraluran Dacrah tentang APBD Tahun Anggaran
2024, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat teluh mengalokasikan
anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Davrah tahun 2024
yvang diuraikan dalam Tabel 7 sebuagai berikat :
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Tabcl 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupalen Pusaman Barat
berdasarkan Priorilas Daerah Tahun 2024

Ranig
AFRD 3024 T;::‘_‘:j:"
Ne Prioritas Danrah Dacrah
[Rpt *o}
’ anmgkankaﬁ Produkiniins Dt Nl Trmlbinh - ’
: _ Pertanaan, Peternakan [ Fesikanan AUH33.816.165 . 4 HK
Frogentasan Kemmsskinag Lan Perangkatan . . ) .
2 ~ Pemberdavaan Masyarakin 432 Bb Bl ] bl
Menduorong Pertumbuhee 10 Pemolihan D ,
3 . Usaha an Ekanonu Koeat] t 228 431 301 ] frah
Pemngkatan [frastrukiue Dase [an Mngas - —
4 Hencana T4 415 B2 TaT . Tida s
= Fermmgkatan kualitas Pelivogim Bulang Kesehatan - - -
7 Dan Pendidikio A REE TR M
i PPermghatan Prr]g.:.am:lln.u A Apama . N1l Nl 159,83 1150 0o
Lol Lann Hudie
- Penmgkatas Tite bedola Pemenniadun Yaong Bk - -
" bersih Dap Inovand - | HIGAT TH3 74 | 2EHT
Jumlah Alokas] Anggaran dulam APBD 1.406.268.244 187 100
Total Eelanja Daerah 1 406, 368,244,187

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pusaman Barat tentang APBD
Tahun 2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasaman Barut sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 termtang Pedoman Penvusunan
APBD Tahun Anpgarun 2024, schingga sudah terlihat alokasi anggaran
vang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas
Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
kKabupaten Pasaman BaratTahun 2024,

Untuk ttw, Pemenintah Kabupaten Pasaman Barat agar mempertahankan
dan konsisten deagun hasd penyapan label Prioritas Pembangunan
Daerah herdasurkan Priontas Daerah tersebul.

Pendanaan Urusan Pemerintahan doerah yang ditelapkan sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 50 ayal {1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penvediaan uanggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, vang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebaga berikut -

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah  alokast  anggaran  untuk  fungsi  pendidikan sebesar
Rpd07.627.741.407 atau 36.09% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah entang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpl.406.404.187.187, dengan uraian perhitungan Tabel
sebapai berikut

Tabel 8
Alokus: Fungsi Pendidikan
Jumlsh
Komponen Perhitungac
AFBD 2023 AFBD 2024 Eplinih

&- Urusan Bldang Pendldikan: O H BTG 050 AHOE A LR R22 115 4HN T b2,
L Betany Opriiea a6 g 53 362 BBl 2 772 121 500 s28
a belany pegawi: 7T Gl 03 2H2 ART U UTS 482 [LY.621 827 s

b btz ben s dan
s B BER T T (R0 100 03 bt 0T

LS STl E
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Hepemudasan dan Olahraga:

1| Brlanja Dperas::

12.438.808.004

Jumlah

| 7ORD.A05.0TY

Kompentn Perhitungan - —=
APED 2023 APED 2024 Selixih
. ©belanjehdah; 16.083,500.000,00 18.217.300.000,00 2133 800 000
d. belarga bantuan susal
_ 21 Brlamya Mudsl: +2.246.425.668 47.760.513.550 5513108 1452
b. Vrusan Eldang . ’ _
_Kebudayaan: S.B.Er_ﬂﬂt.!.-.é_.ﬂ‘iﬁ N -1.53?]_.(_}]55.33[} _ |_:|.32].i.!]f_r 213
1) Belum)a Crperas: 5. T80 3832.045 4. 282 D47 RAL (SO7 034 168
a. belanja pegawa; o 0 £
b. belanta barang dan ' ' - -
Jasa; 2221328915 1408.251 650 B16.077.2031
¢ belityn tibah: 00 Q00,00 | 200 Q00 L0
d belanjs banigan sosiul.
4 Belama Modal; ATO 1000 256 [ 17.050 (41352 Q50
& Urusan Bldang . ' - et I
_ Perpustakaan: +.531.5393 130 _ 15.860k053 802 _ IL300.310.70
11 Brlanja Cperasy 4,488 753,130 5 432.503.802 W33 750.75.
a. belanja pegawai; 0 1 0
13 belﬁlﬂa harang dan ' o . -
_ Jasa 1 037 927.100 1.436.162 900 SB35 800
¢. bedanys ibah:
d belanjk bantuan sasia].
2] Belanjs Modal . &4 7B 99y (AT 550.000 10362760010
d. Urusan Bidang 13, 268, 366, 257 7.080.405.074 (6,187 461 183

[3. 358,000 Qi
a, belan s prgawai; 0 o 5
b tlEl-E?I;JI.-L barang dany - : - . ) ]
lasa, 5 143 540,880 2234176 725 {2.949.370. 155

o, bedacya habph;
el bebar baditusn sossd

2 Belaagn Modal .

B!

4700 000,000

2235343 020

[2.3466.676 350

BAG S5E 3% (RN, 5535 2200,
e. Belanja 4i luar Urusan
Pendidikas, Urnsan
Kebudavaan, Urusan
Perpustakaan dan Urusan 0 o 0

Kepemudean dan Olakraga
yang menunjang kebutuhan
masyarikat di bidang
Pendldikan, antara lain:
Anggaran Fungsi Pendidikan
. {arbrerdie)
Total Belan]a Dawmrah
' Ra:iu'n'liignmn pendidikan
_2:3) 2 100%

528.5639.130.158

39.97%

S07.6G27.741.407

36,09%

[12.911.388.691]
1.406.404. 187,187 104.105.715.601

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sckurang-kurangnya
20% (dua puluh persen} dari tota] belanja daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat (1} Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Perawiran
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
sebagaimana maksud butir E.la. Lampiran Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, vang menegaskan bahwa
dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% {dua
puluh persen) dan total belanja daerah, di mana alokasi anggaran
fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan pProgram pricritas
pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan RKPD Tahun
2023,
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Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus konsisten
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnyva
20% [dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20032 dan
Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, vang
diarahkan penggunaannva untuk pencapaian indikator SPM
Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati
Pasaman Barat sebagaimana maksud Perawuran Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas
selain  untuk mencapal indikator SPM  juga diarahkan untuk
memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, meliputi:

1) standar isi.

2] standar proses.

3) standar kompetensi lulusan.

4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
3) standar sarana dan prasarana.

&) standar pengelolaan.

7) standar pembiayaan,

&) standar penilaian pendidikan

Alokasi Anpgaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan
sebesar Rpl94.494.659.331 atau 24,04% dari total belanja daerah di
luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat tentang APBD Tahun  Anggaran 2024  sebesur
Ep808. 989 488,647,

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang keschatan,
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Keschatan
secara memadal sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi keschatan dan pencapaian indikator SEM
bidang keschatan. Prioritas bidang kesehatan diarashkan untuk
mempercepatl capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan
mewyjudkan derafat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
antara lain:

1} dalam rangka peningkatan pelayvanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah secara konsisien dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2] alokasi anggaran keschatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator
SPM bidang keschatan.
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3} prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepal
capaian keberhasilan pembangunan keschatan dan mewujudkan
derajat kesehatan masvarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

4) penguatan promos: kesehatan dan deteksi dini penvakit;
h) peningkatan keschatan ibu, anak dan penurunan stunting:
¢] pencegahan dan pengendalian penvikit menular:

d) pencegahan dan pengendalian penyikit tidak menular;

¢) penguatan jejaring layanan primer; dan

f| penguatan Sumber Dava Manusia (SDM)| Kesehatan.

Penyedizan anggaran kesehatan agar lcrus ditingkatkan di mana
alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program
prioritas bidang keschatan scbagamana ditegaskan pada butir E.2
Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
Untuk itu, Pemcrintah Kabupaten Pasaman Barat agor konsistert
dun Hduk memuunkan jumlah alokusi unggaran  untuk Jurngs:
kesehatan dalam Angaran Pendapatun dan Belanja Duerah Tahun
Anggaran 2024,

Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi siunting

Penvediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalenst! stunting
{pendek dun sangat pendek} pada anak baduta. penurunan
prevalenst  kekurangan funder wetghi) pada anak Dbalita dan
menurunnya prevalensi wasting  {kurus) anak balita scbesar
Rpl11.911.950.486 atau 9,604 dan total anggaran keschatan
sebesar Rpl24.044 281,150,

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Baral tentang
APBD Tahun 2023 sudah memuat arah Kebpjakan penanganan
stunting sesuai dengan peraturan  perundang-undangan namun
hanva mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan
dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja.
Belum lerdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain
vang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyal dan kawasan permukiman. lingkungan
hidup. susial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan
pemberdayaan perempuan dan  perlindungan anak, urusan
pemberdavaan masvarakat dan desa, urusan pertanian, urusan
kelautan dan perikanan, pangan. pengendaliun penduduk dan
keluarga berencana, urusan kumunikasi dan informatika. urusan
penunjang fungsi perencanaarn.

Tota) alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar
Rpl11.911.950.486 atau sckitar 0,85% dari total belanja dalam
Rancangan APBD Tahun 2024. Untuk itu, Kabupaten Pasaman
Barut agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervens
perecpatan pencegahan dan penurinan stunting tenntegrasi pada
kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusul, by
berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya
yakni anak dibawah 5 tahun (balita). Wanita Usia Subur {(WUS}) dan
remija putrl.

Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk
pelaksanaan kegiatan antara lain:
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(1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamuil,
bayi dan balita.

(2). kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperu
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses
layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan
keluarga rawan stunting.

(3). kegiatan pendukung penanganan stunting, sepertli Kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan,

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk keglatan vang
mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen giz
terutama untuk ibu hamil, bavi dan balita pada Dinas Kesehatan
serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan
pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Urusai
perumahan rakyal dan kawasan permukiman, urusan lingkungan
hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil,
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusar
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan
kebijakan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Anggaran Belanja Inlrastruktur Publik

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mengalokasikan
belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh
persen] dari total belanja APBD difuar belanja bagi hasil dan/atau
transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transler
kepada dacrah/desa yang terdid dari DBH Cukal Hasil Tembakau,
DBH Sumber Dava Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
sebagaimana ditegaskan pada butir E.l.c Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi Brlanja Infrastrukiur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Baral tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp328.753.711.546 atau 26,76% dari total
belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah dan/atau desa sebesar Rpl.228.616.885.009, dengan rincian
pada Tabel ¢ dan 10 sebagai berikut

Tabel @
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Jumlah
Komponen Perhitungan -
o  APBD2023  APBD2024  Selisth
" Total Belanja Daerah 1 302.298.471.586  1.406.404]187.187  104.105.715.601
" Belanja bagi hasil . i ] - ' h
dan/atau transfer kepada
daerah dan/atan desa:
| a T belanja bagi hasil 5.163.592.609 3 00T 273678 | (1156.318.931) |
b | bantuan keuangain 101.523.74a095 | 173.780.028.500 |  72,256.284.405
¢ | jumah (a+b) ‘ 106,687 336704 i 177.787.302.178 ﬂ_uqq_gﬁaﬂ_‘;—i
Selisib (1-2) 1.195.0:11.134, 8582 1.228 616885 004 33.005,750.127
“Minima) Belanja =L i el .
Infrastruktur Pelayanan 473244 453652 80 491 .445.754.003 .60 13,202, 300041

Publik {40% x Selisih)
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Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp328.7533.711.546, dengan

rincian pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10
Format Perhitungan Belanja Infrasrtuktur Daerah

Komponen Ferhitungan

~ APBD 2023

a Belanja Modal; o (56,049 487,182
1} tanah; S 479644100

2 perélat.szn-::iﬁmesin; _____ 22-.-3;224_483
3! bangunan dan gedung_'. T 35:13-"2-".';3}56.398 -
-_4] ja]aﬁ-, jariﬁé;ﬁ-::‘ian irigaéi _ £9.392.278.53] I
"5} aset tetap lainnya; S 7.57T.273.669
6) aset lainnva. S 301.000.000

b

A
b

C

Belanja Pemeliharaan 7.513.798.977

Jumlah | = a+ bl

Belanja Hibah: 42.376.045. 019
Belanja Bantuan Sosial; 47, T45, 000
Belanja Bantuan Keuangan. 101.533.744.095

jumlah 2 = [a + b + ¢} 144 398,034 914,00

216G 1277334

163.563.286.159

Jumlah
APBD 2024
150,402 821 646

| 18.047.547.416

53.590.102.660

" 81527.851 570
5 877.320.000

1.360.000.000
7048068254

168,350 $89.500
53.604 465,420

1.165.000.000

173.7RO.028.500

32R.753.711.046

Selisih
3. 33333140

(470 AGD. 11

4.336.677.06T)

1 7.665.036.262
|7.H64.426.961)
(1608 853 BEH

1SS DGR, 0

434,364 277

C 4.7A7 60374

11.287.9]149.60]
RET, 235400
72,256,253 405

B4,218.459.000

4,140,938 205

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum memenuhi Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada
butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 bahwa Belanja Infrasuuktur Pelayanan Publik
merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait
dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas
pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurang
kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus
mengupayakan secard lerus  menerus agar  alokast Belarju
Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% fempat
puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-
undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur
pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen)
Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastrukuur
pelayanan publik daerah  sccara bertahap dalam wakiu 5 {lima)
tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
sehingea butas akhir Pemerintah Daeruh mengalokastkan belanju
infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun
Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butiv E.l.c.])
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumtah alokasi anpgaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Baral (di luar gaji
dan tunjangan) sebesar Rp2.802.273.225 atau 0,20% dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Rakyat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk
mendukung penguatan pembinaan dan pengawasan pada
Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat antara lain tercantum pada




R

L+ Kegiatan Penvelenggaraan  Pengawasan  Internal  sebesar
Rp777.307.500:

2y RKegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp194 .460.250 .
Belum memenuhl alokasi anggaran penguatan pembinaan don
penpawasan  pada  Inspeklorat Pemerinlah Kabupaten  Pasaman
Barat vaitu sekurang-kurangnyva 0,73%. {hol kuma tujuh puluh hima
persen| dar tetal belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam
butr E.2.d.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 Alokwssi anggaran pengawasan dimaksud tidak
termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat.
scbagaimana maksud bulr E.2.d.3) Lampiran Peraturan Menteri
Calam Negenn Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 700.1.1/8737/8J tanggal 9 Desember 2022 Hal
Penguatan I[nspektorat  Daerah dalam  Pengawasan Pemerinigh
Daerah.

Uratuk  itu, Pomenntah  Kabupaten  Pasuaman Baru! hurus
menambahkan jumah alokasi uanggaran untuk penguatan
pembimuan dun peagawasan poadu fnspektorat Pemerintah Daerah
Kabupater. Pusaman Barat, sekurang kurangnya 0.75% |nul koma
wyuh puluh hima persen dart total befunju duerah dalam Runcangan
Feraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Harul tentang APBD Tufun
Anggaran 2024

Selanjutnya, Pemenntah Rabupalen Pasaman Barat
mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan
kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Baral tentang APBD Tuhun Anggaran 2024, umuk
mendanal  program  dan kegiatan pembinaan dan  pengawusan.
meliputi :

1] Kegiatan pengawasan, vaitu

al Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah dilakukan
dalum bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
peraturin perundang undangan termasuk ketaatan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan Kkriteria vang
ditelapkan oleh pemeriniah pusat; danjatau pemeriksaan
kinerja;

bl Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah melipuli Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah Daerah,  Rancangan  akhir  rencana kerju
perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran
dan prioritas plafon anggaran sementara. RKA-SKPD;

¢] Pemenksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d} Reviu Laporan Keuangan;

¢l  hegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit. Reviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
lertenta,. pengawasan perencanaan dan pengangegaran vang,
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

N Schubungan dengan penvelenggaraan pemilihen umum dan
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati serta wali kota dan waki! wali kota serentak Tahun
2024, Pemerintah Dacrah perlu meningkatkan pengawasun
atas pemberian  hibah. bantuan  sosial, dan  bantuean
pemenintah  lainnya,  termasuk  memastikan bantuan
keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat
sasaran dan berbasis output sesuai dengan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 3is
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghilungan. Penganggaran
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dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Pariai
Politik.

gl Penguatan tata kelola pemenntahan dan Peningkatan
Integritas meliputi, pengendalian pratifikasi, Pelaksanaan
survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi  birokrasi,  Asistensi  pembangunan  reformasi
birokrasi, Capalan aksi pencegahan  korupsi  yang
dikcordinasikan oleh strateg) nasional pencegahan korupsi,
Capalan aksi koordinasi dan supervisi peticegahan korupsi
terintegrasi vang dikoordinasikan komisi pemberantasan
korupsi, Operasionalisasi sapu  bersih  pungutan liar,
Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/tahun per APIP.

3) SBarana dan prasarana  pengawasan, sepertl:  laptop, alat
pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.¢ Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023,

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggura
Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi Pemenntah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat menjadi sebesar Rpl1.830.422.450 atau
0,13% dan total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Baral tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
yvang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Koempetesi ASN.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum memenuhi alokasi
anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka
pengembangan  kompetenst  penyelenggara Pemerintak  Daerah,
paling sedikit 0,16% dan total belarya daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.¢ Lampiran
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023,

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pasaman Baral harus tetap
konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi
kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

1} Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan
kompetensi teknis, sebagaimana amanal kelenlUan peraturan
perundang-undangan.

2} Penyelenggaraan ujp kompetensi pemerintahan dalam rangka
sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 tentang
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Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan
Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Pasaman
Barat dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi
perhitungan tersebut di  atas, maka Pemenntah Kabupaten
Pasaman Barat tidak diperkenankan mengurangi besaran
persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2024
sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e Lampiran Perawran
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 vang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagal
berikut :

a.

FPemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan anggaran
dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKh]
Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp752.541.107 atau 0,05% dan
Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG} dan Hak Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar mengalokasikan
anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
Kabupaten Pasaman Barat dalam Rancangan Peraturan Dacrah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan
melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesual
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Paerah.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus konsisten untuk
menyedinkan alokasi anggaran yang memadai terhadap
dukungan pelaksanaan tugas dan lungsi TP-PKK sebagaimana yang
ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan clektifitas
tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA]
Kabupaten Pasaman Barat sebagai pelaksanaan  urusan
pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai
kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota/Wali Kota di
wilayah kerja masing-masing sebesar Rpl84.354.000, atau 0,01%
dari total Belanja Daerah vyang dianggarkan dalam kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa,
Politik dan Penanggulangan Bencana Dacrah.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus konsisten untuk
menyediakan alokasi anggaran dimaksud yang memadai
sebagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai4)i} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penvediaan Anggaran Hibah Ferum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasamari
Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialockasikan sebesar
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Rp45.380.000 atay 0,003% dari total Belanja Daerah yang
dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaun Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Poliuk.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomer 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun
2006 lentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadsh. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus
konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai
guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Dalam Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,
Pemberdayaan Forum kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah lbadah vang dianggarkan pada perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan
politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menten
Dalam Negeri Nomor 403/6397/5J tanggal 25 November 2020
tentang Penyedisan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beraguamaea
Dalam Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dilegaskan
juga pada butir E.3.ai.3)d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 13 Tahun 2023

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Neperi (P3DN) dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp254.873.218.863 alau 46,84% dan total Belanja
Barang dan Jasa ditambah Belanjn Modal diluar Belanja Modal
Tanah scbesar Rp544.133.221 467 pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Hal ini sudah
memenuht amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 {entang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usuaha Mikro. Usaha Kecil. dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Banpga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jusa Pemerintah. angka 3 vang
menyvatakan bahwa Wah kota/Wali Kota wajib mercncanakan.
mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% [empat
puluh  persen} nilai  anggaran belamja  barang/jasa  untuk
mengpuniakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari
hasil produksi dalam negeri.

Lntuk iy, Pemenntah Kabupaten Pasaman  Barat harus  lerts
berkomilinen uniuk menduktnyg dan menyukseskan Gerakan
Nasional Bangga Buatan Indunesia pada pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di Pemerintiah Daerah sesuail dengan Surat Edaran
Bersama Nomor 027 /1022/5) dan Nomor 1| Tahun 2022 tentang
Gerakan  Nasional Banggan Buatan Indonesia pada  pengadaan
barang/jasa 1 hnpgkanpan Pemernntah Dacrah, Untuk itu agar
Bupat Pasaman Barat:

ja) melaksanakan  pengadaan barang/jasa sesual dengan
ketentuan Pasal 635, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden
Nomer 12 Tahun 2021,

(1} Pemerintah Duaerah wajib menggunakan produk usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi dan hasil produksi dalam
negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat
puluh persen) dari nilal anggaran pengadaan barang/jasa
vang terdiri alas belanja barang dan jasa serta belanja
modal di luar belanja modal tunah;



_47 -

(2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam
negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling rendah 40% {empat puluh persen]; dan

(3} memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa
dengan ketentuan diberikan terhadap barang vang memiliki
TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

(b meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikro dan Kecil [UMK] lokal yang tergabung
dengan Penvclenggara Perdagangan Melalui Sistern Elektronik
[PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh
LEPP.

fc] meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola
pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Dacrah agar lebih efektil dan elisien
dengarn:
(1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog
elektronik lokal;
(2] mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal,
(3] melaksanakan E-purchasing melalui katalog elektronik
lokal untuk preduk lokal vang ditetapkan sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan; dan
(4] melakukan perjanpan/perikatan melalnn surat pesanan
dalam pelaksanaan E-purchasing.
7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rpl.063.214.063.363,
atau 75.60% dan (otal Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupalen Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpl.406.404.187.187, merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (2] Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
jenis belanja :

a. Belanja Pegawal

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp624.652.197.622  atau
44.41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnyu  jumlak alokasi Belanja  Pegawat diluar  tambuhoan
penghasian gurw, tunjangan Khusus gur, tunjangan profest guni dan
tunjangan sejenis lainnya yong bersumber dan TKD yung telah
ditentukan penggunaannya sebesar REp530.129.278.622 gateaus
37,69% dart total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Angparan
2024,

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai dt luar
tunjangan gurw yang dialokastkan melalut Tunjangan Kinerja Daerch
maksimal 30% (tiga puluh persen} dari total belanja APBD.
Dalam hal persentase Belanja Pegawal Daerah telah melebthi 30%
ftiga puluh persen), Pemerintuh Daerah menyesuatkan porsi Belanjo
Pegawal Dueruh secarn bertahap dalam waktu 5 flima) tahun,
sebagaimana ditegaskan pada bwtir C.3.a 1)) Lamptran Peraturan
Menteri Dalam Neger Nomor 15 Tahun 2023
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Penvediaan anggaran belanja pegawal yang antara lain tercantum
pada :

1)

2)

3)

Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Penvediaan anggaran Belanja Ga)i dan Tunjangan sebesar
Rp421.597.620.489 atau 29,98% dari total Belanja Dacrah,
dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APED Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana
kenaikan gap pokok dan wnjangan ASN (PNS dan PPPK) serta
pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan
pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawal Tahun 2024,
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% jdua koma lima persen) darn
jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai
maksud butir C.3.a.1)h) Lampiran  Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Pengangegaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan

Kerja, dan Jaminan Kematian vang antara lain lercantum pada :

al Belanja  luran  Jaminan Kesehatan  ASN sebesar
Rpl16.899.203.507.

b} Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi
schesar Rp545.427.698.

¢l Belanja  luran Jaminan Kematian ASN sebesar
Rpl.636.276.277.

d} Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar
Rp5.520.070.

gl Belanja [uran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
sebesar Rpl13.068.

fi Belanja luran Jaminan Kkematian KDH/WKDH sebesar
Rp339.206.

gl DBelanja luran Jaminan hkesehatan bagi DPRD sebesar
Rp78.028.128

h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRDY  sebesar
Rpl.836.465.

i} Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp5.509.395.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan
dalam Rancangan Perawuran Daerah Kabupaten Pasaman Barat
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosal Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud
butir C.3.a.1}h){5} dan buur C.3.a.1)h}{®) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2023 dan Peraturan
Pemernntah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian Bagl Pegawail Aparatur Sipil Negara,
sebapgaimana elah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
&6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawal Aparatur Sipil Negara,

Hak Keuangan dan Administratif  Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah, vang anlara lain diunakan pada
a] Belanja Gajt dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.228.604.800.
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(1) Belanja Tunjangan Jabatan OPRD sebesar
Fplb.432.454.682,

(2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar Rp3.844 800,000,

(3) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp756.000.000.

(4) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRED sebesar Rp2.43B.573.9885.

(3] Belanja Tunjangan  Transportasi DPRD  sebesar
Rpd.994.000.000.

b] Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD  sebesar
Rp201.600.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupalen Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasiona]
scpanjang  Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan
Admimstratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran
Menten Dalam Negeri Nomorl188.31/7808/3J perihal Penjelasan
terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomeor
18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas.
ehsiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp450.000.000
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBED Tahun
Anggaran 2024, sudah sesuant dengan Pasal 9 ayat {2) huruf ¢
Peraturan Permerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang menegaskan bahwa biaya penumnjang operasional Kepala
Daerah Kabupatlen/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli
Daerah di alas 50 milyar sampai dengan 50 milyar dialokasikan
yaiu pafing rendah sebesar Rp400.000.000,00 dan paling timgg
sebesar (,40%. 3elanjutnya penggunaan penyediaan anggaran
tersebut  harus mempedomani Pasal 8 huruf h  Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya
harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah
dimaksud.

Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
sebesar Rp80.013.906. 168 awau 5,69% dan total Belanja Daerah
dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Barat
tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yvang diuraikan ke dalam
rincian obyek belanja :

a] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
sebesar Rp75.015.160.658.

b} Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
sebesar Rp2.928.031.540.

¢)] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
sebesar RpO.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Ohbjcktif
Lainnva ASN sebesar Rpl04.464.632 883.
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Uniuk poin 3} dan 6] dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan
mempedomant ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan butir D.16.a.1}jj{7) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat
memberikan Tambahan Penghasilan Pepawal (TPP) kepada pegawal
Aparatur 3ipil Negara [ASN} daerah dengan memperhatikan juga
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD,
vang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman
pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanva Peraturan
Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP
bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,
dengan mempedomani butir C.3.a.1)h){7] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar RpQ.
8) Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp94.522.919.000,

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupalen Pasaman Barat tentang APBD  Tahun
Anpgaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana
Tambahan Penghasiian Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus
Guru PNSD di Daerah Khusus vang bersumber dari APBN Tahun
Anggaran 2022 melalni DAK Non Fisik sebagaimana maksud
butir C.3.a D)h)(7){cpivii){iil] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023, scrta alokasi anggarannya untuk
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

9] Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah
sebesar Rpl.465.770.536 atau 4,03% dari total Pajak Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp36.290.534.302 diuraikan sebagai berikut :

(1] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Dacrah
sebesar Rp723.733.894.

{2] Belanja Insentil bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Daerah sebesar Rp286.470.230.

(3} Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai MNon ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp453.566.412.

b} Belanja Insentil bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah
sehesar Rp74.125.000 atau 1,95% dari total Retribusi Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Baral tentang APBD Tahun Anggaran 2024  sebesar
REp3.799.292 805 diuraikan schagal berikut :

{1} Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retnbusi
Daerah sebesar RpH1.840.000.

(2} Belanja Insentl bagi KDH/WHRDH atas Pemungutan
Retribusi Daerah sebesar Rp4.725.000.

(3} Belanja Jasa Insentif bapgi Pegawal Non ASN  atas
Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Bp7.560.000,
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Alokast imnsentif alas pemungutan pafuk daerah dan retribusi
daerah sudah sesual ketentuan yailu paling tinggi 3% (lima perseny
dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Doeruh
sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat {1) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dasrah
dan Retribusi Daerah. Perhitungan alokasi insentl pemungutan
retribusi tidak memperhitungkan pendapatan retribusi jasa
usaha yvang berasal dan pendapatan BLUD.

Selamjutnya, sebagai implementasi Pasal 538 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor €9 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak
Daerah  bagl Pejabat/PNSD  vang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Dacrah atau pelayanan lainnya sesu
peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah
satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
perimbangan obyektf lainnya sebagaimana maksud butr
C.2a 1)) Lampiran  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 20223,

10] Belanja Honorarium sebesar Rp7.271.966.000 diuraikan ke
dalam sub rincian obyek :

a] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan sebesar Rp6.641.316.000.

b] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar
Rp582.650.000.

c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerya Pengadaan Barang
dan Jasa (UKPBJ) sebesar Rp48.000.000.

11) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp378.400.000 diuraikan
ke dalam sub rincian chyvek :

a] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan
Pendapatan sebesar Rp72.000.000.

b) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
FPendapatan sebesar Rp306.400.000,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Baral tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta
dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektil sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar
satuan harga vang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1h}{7]{clii.vili} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Pemenintuh Kubupuatenn Pasamur Burat difarang menganggarkan
belanja peguwal yang perunlukannyu bagt tenaga non ASN, karena
belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD,
Kepala Daerah dan DPRD sebagatmuna ditegaskan pada butir
C.3.a.1)h}{9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

b. Belanja Barang dan Jasa




Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar
Rp383.732.400.321 atau 27,28 % dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, barus digunakan untuk
menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 {dua belas] bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan
Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum
dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan
pada pasal 59 Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan

butir C.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa vang antara lain
lercantum pada obyek belanja :

1] Belanja Barang sebesar Rp57.643.224.221 vyang antara lain
diuraikan pada Belanja Barang Pakan  Habis  sebesar
Rp33.812.423.374, antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar
Rp8.525.324.242.

b Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.362.226.018,

c] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
sebesar Rp3. 947 901 566,

dj Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover sebesar Rpl.096.128.554,

¢] Belanja Alat/Bahan untulk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
sebesar Rp34.450.000.

f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
sebesar Rp934.404.600.

g} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
sebesar Rp758.053.087.

h) Belanja Alat/Bahan unluk Kegialtan Kantor-Alat Lisunik
sebesar Rpa412.394.692.

i)  Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata scebesar Rpb3.250.000,

1) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp2.650.453.185.

k) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
sebesar Rp18.733.010.400.

Il Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak
ketiga/Pihak Lain sebesar Rp7 70.650.000.

m) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rpl.538B8.689.000,

i} Belanja Makanan dan Minuman Rapat scbesar
Rp5.112.618.250.

o] Belarya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar
Rp1.589.030.000.

p} Belarna  Penambah  Daya Tahan  Tubuh  sebesar
Rp121.806.000.

gq) Belanja Makanan dan Minuman Akuvitas Lapangan sebesar
Rp912.430.000.

Penganggarannya untuk disesuakan dengan kebutuhan nyata
vang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan




2}

-53.

estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun
2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, sebapgaimana maksud butir C.3.a.2)c)(1){a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 15 Tahun
2023, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayvat (1] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019,

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat, harga vang dianpgarkan untuk Barang/Jasa vang
riillai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna
pencapaian sasaran pricritas daerah yang tercantum dalam
RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga
belif bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkail dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa
sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butr
C.3.a.2)c)(1)ib), butir C.3.a.2jc)llic) dan butir C.3.a.2)c){1){d]
Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 15 Tahun 2023.

Belanja Jasa sebesar Rpl24.9153.661.4537 yang antara lain

diuraikan ;

a) Belanja Jasa Kanlor scbesar Rp68.177.67V8.061 yang
diuratkan antara lain @

1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator
Pembawa Acara, dan Panita semula sebesar  Pembawa
Acara, dan Panitia sebesar Rp2.284.143.000.

(2} Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegialan sebesar Rp2.094.530.000,

(3] Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar
Rp150.400.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan azas Kepatutan
dan Kewajaran dalam pencapaian sasaran program  dan
kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumiah
alokasi anggarun tersebut di atas dengan mengurangt jumliah
orang/anggota tim maupun penyesuaiah harga saluan $esual
dengan kelentuun peraturan perundang-undangan, serta
dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan
mempedomani standar satuan harga yvang ditetapkan oleh
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan
bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan
memiliki  peranan  dan  kontribusi nyata  terhadap
pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target Kinerjanya
sebagaimana  ditegaskan pada  butr  C.3.a.2)](2)(a).
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023

{4] Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar
Rp4.413.100.000.

[5) Belanja Jasa Tenaga Keschatan sebesar Rp7.644.150.000.
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(6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp491.400.000.

(7] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan schesar
Rp301.600.000.
(8] Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar

REpl6.788.300.000.

{9) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar
Rpl.920.350.000.

(10)Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp369.500.000.

(11)Belanja Jasa Tenaga Kebersihan scbesar
Rp3.182.833.832

(12)Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp3.325.050.000.

Harus dibatasi dan dikurange alokasinga dan agar diarabkan
untuk menjadi Pegawal dengan Perjanjian Kerja dengan
mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomar
49 Tahun 2018 tecntang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yvang menegaskan bahwa Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK] dan pejabat lain di lingkungan
instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PN3
dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bag
pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah
termasuk  badan layanan umum  daerah  sebelum
dinndangkan peraturan pemerintah ini masih tetap
melaksanakan tugas paling lama 3 {limaj tahun dan dalam
jangka waktu paling lama 3 (lima) tahun tevsebut dapat
diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah im.
Terhadap pengisian jabatan pelaksana di ingkungan instansi
pemerintah tersebul harus memperhatikan juga Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 enlang Nomenklatur
Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukkannya untuk mengakomodir pengangkatan
baru bugi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi
jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkun di atas,
rmaka Pemerintuh  Kabupuaten Pasaman Barat  tidak
diperkenankan untuk mengalokasikan anggaran tersebut
dan harus dinlitkan untuk memenuhi kebutuhan alokast SPM
dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum
terpenuhi sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangarn.

[13)Belanja Tagihan Air sebesar Rp833.780.000.
{14iBelanja Tagiban Listrik sebesar Rp5.595.242.514.

{13)Belanja  Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
sebesar Rp2.537.823.514.

Penganggarannya agar disesuaikan dengan kebutuhan vang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlabh
pegawai dan volume pekerjaan dengan letap memperhatikan
aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serts
penghematan penggunaan anggaran sesual dengan maksud
Pasal 3 Perawran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
sebapaimana ditegaskan pada  butir C.3.a.2)c){2)a)ii
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Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2023,

Belanja Lembur sebesar Rp800.241.920.

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumiah
pegawal dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek elektilitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan scrta
penghematan penggunaan anggaran sesual dengan maksud
Pasal 3 Pecraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp50.190.674.344
yang diuraikan :

(1} Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan
BF Kelas 3 schesar Rp44.106.283.200.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat dalam rangka mewujudkan Universal Health
Coverage (UHC) guna lerselcnggaranya jaminan kesehatan
bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan
iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan. Selanjutnya, Pemernintah Kabupaten PFasaman
Barat tidak diperkenankan mengelola sendin (sebagian atau
seturuhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat
yang sama dengan Jaminan Keschatan Nasional, termasuk
mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan
skema ganda sebagaimana dimaksud butir
D.16.a.2)c)(2}{bliv.i} dan butir D.16.a.2)c}{2)(bjv.viii}) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

(2} Belanja luran Jaminan Kesehalan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebesar Rp0.

(3) Belanja luran Jaminan Kesehalan bagi Non ASN sebesar
Rp3.007.263.144.

(4] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagl Non ASN
sebesar Rp1.906.792.800.

(3) Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar
Rp241.020.000.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan
Pemerintalli Nomor 44 Tahun 2015 lentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kemauan
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja luran Jaminan Keschatan bagl Non ASN dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013
tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaun
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sebagaimana dimaksud  butir C.3.a.2)c)2)(b) Lampiran
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2023,

Fenyediaan anggaran yang tercantum pada
(1) Belanja Sewa Tanah sebesar RpQ.

(2) Belanja  Sewa  Peralatan  dan Mesin  sebhesar
Rpl.874.747.000.

(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  sebesar
Rp371.000.000,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran

2024, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-

masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dehufu

penggunaan barang milik daerah.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimmaksud tetap memperhatikan aspek cfektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan
anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran
tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
poningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik  daerah  vang disusun dengan  memperhatikan
kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah vang ada.
Perencanaan kebutuhan barang mibk daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan
dan/atan  standar harga sesual  amanat  Peraturan
Pemerintalh Nomor 27 Tahun 2014, sebagzimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Belanja Jasa Kensultansi Konstrukst sehesar RpU.
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rpll.

Pemerintah Dacrah dapat menganggarkan Belanja Jasa
Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa
Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep fufl costing atau
nilai aset tetap wvang dianggarkan dalam belanja modal
adalah sebesar harga beli/bangun aset sampail siap
digunakan. Selanjuitnyva Pemerintah Kabupaten Pasaman
Barat dapat menganggarkan jasa  konsultasi konstruksi
apabila  diamanaltkan  lain oleh  ketentuan  peraturan
prerundang-undangan dan diakuil sebagai konstruks) Dalam
Pengerjaan (KDP) sesnai dengan  ketentuan peraluran
perundang-undangan sebagaimana maksud bunr
C.3.a.2)020g Lampiran Peraturan Mentern Dalam Neger
Nomor 15 Tahun 2023,

Belanja Kursus/Peiathan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp3.520.633.640.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Fasaman Barat tenlang APBD Tahun Anggaran
2024, dengan tetap memperhatikan  aspek  efektifitas,
efisiens), kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggUnaan anggaran, mengingat  untuk  menghadin
pendidikan dan pelatihan, limbingan tcknis alau sejenisnya
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yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya
manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti
tenaga  ahli  diprioritaskan  uniuk diselenggarakan dj
Kabupaten Pasaman Barat,

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis atay sejenisnya tersebut disclenggarakan di luar
daerah harus dilakukan Secara sangat  selektif  dengan
mempertimbangkan aspek-  aspek urgensi,  kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetens] narasumber,
kualitas  advokasi dan pelayanan penyelenggara  serta
manfaat yang diperoieh dari kehadiran dalam pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis atau sgienisnya guna
efektifitas penggunaan anggaran daerah,

Belanja Pemeliharaan sebesuar Rp7.948.068.254 yang diuraikan
pada

a) Belanja Pemeliharaan Tanah scbesar Rp0.

b} Belanja  Pemeliharaan Peralatan dan  Mesin sebesar
Rp5.316.878.800,

¢} Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar
Rp2.624.189.454,

d] Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
RpQ.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek
efektifitas,  efisiensi, Kepatutan  dan kewajaran  serta
penghematan penpgunaan anggaran dan disesuaikan dengan
kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 3 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019,

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yvang bcrada
dalam penguasaan pengelols barang. pengguna barang atay
kuasa pengguna barang berpedoman pada daltar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
avat (1) dan avat (2] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengeiolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta buur
C.3.a.2)c){3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp49.640.130.500 yang
diuraikan pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar
Rp49.640.120.500.

Dalam  penganggaran Belanja  Perjalanan Dinas harus
memperhatikan aspek pertanggungiawaban sesuai dengan hiaya
riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuaj dengan
maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.
Selanjutnya  dirastonalkan dan dikurangi jumlah
anggarannya dengan memperhatikan aspek elektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaiarn
target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Baral
agar menghitung kembuli  alokasi Belanja  Perjalanan  Dinas
dengan membatasi har, jumlah orang dan capaian Kinerjy
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perfolanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara
transparan  dan akuntabel sesuai peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas
harus memperhatikan bur C.3.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk  mendanai  Kegiatan dan Sub Kegiatan  prioritas
scbagamimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS vang
menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2024 sesuat dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupalten
FPasaman Barat untuk memenuhi alokasi ATEEAran penguatan
pembinaan dan pengawasan pada inspektorat  Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman Barat sekurang-kurangnya 1%
[satu persen} dari total belanja daerah {diluar gaji dan tunjangan),
untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan
pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi
penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% nol
koma enam belas persen} dari total belanja daerah, serta untuk
memenuhi  alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjuinya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar tidak
menganggarkun perjulanan dinus {uar neger puda Rancangan
Peraturan Daeruh Kabupaten Pasuman Barat teritang AFPED
Tahun Anggaran 2024 kecualli hanya untuk keglatan yang
bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman Barat, antara luin telah memiliki
perjunfian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasarman  Bural  dengan pihak  luar neger dan  dalam
pelaksanaannya juga harus berpedoman pada mstreks: Presiden
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentung Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur
Stpil Negara Kementerian Dalum Negeri dan Pemerintah Daerah,
Kepala Daeruh dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggotu
DERD

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pthak Lain/Masyarakat sebesar Rp26.590.400.000 yang
diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajuran  serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada
kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suaty
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
sosial  kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasional dan non provek strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
TKDD yang penggunaannva sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaiman:s
dimaksud dalam butir C.3.a.2)c}i3) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
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Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
1} Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp43.286.337.000.
2) Belanja Hibah Dana BOS sebesar kpl0.031.600.000.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp53.317.937.000 lebih kecil dari
alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang AFPBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp65.796.700.000, belum sesuai maksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan
butir C.2.b.4)a)(4](e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1S Tahun 2023,

Penyediaan anggaran vang tercantum pada
1} Belanja Pegawai BLUD sebesar Rpou(.386.000,
2] Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp63.222.014.389,

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin  BLUD sehesar
Rp6.385.661.467,

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar
Rp200.000.000

5| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar RpO.

Belanja BLUD sebesar Rp72.798.061.856 lebih besar dari Larget
Pendapatan BLUD yang diatokasikan pada Rancangan Peraturan
Daerah  tentang APBD Tahun  Anggaran 2024  sebesar
RKp70.119.859.753. Belum sesuai dengan maksud Peraturan
Menter: Dalam MNegeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan
BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai
RAB yang dikensolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan
Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya
berasal dari Pendapatan BLUL dan SILPA BLUL,
diintegrasikan /dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun
belanja daerah yang selanjutnyva, dirinci dalam 1 {satu) program, 1
(satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta
dialokasikan untuk membiayai program pernunjang urusan
Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub
kegiatan pelayanan dan pendukung pelavanan BLUD.

Penyediaan anggaran vang tercantum pada Belanja Hibah sebesar
Rp33.664.465.420 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, vang divraikan antara lain pada

1} Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar RpQ.

2] Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisast
Kemasyarakatan vyang Berbadan Hukum Indonesia sebesar
Rp34.383.463.146,

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp2.069.000.000.

4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rpl.063.702.274.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4] dan avat (5 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2022 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
dan Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selamjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Wajib dan  Urusan Pemerintahan Pilihan yvang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan  sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Baral serta untuk
mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung
dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penvediaan alokasi
belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang
telah  memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang
pencapaan sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai
urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya  fungsi  pemerintahan, pembangunan  dan
kemasyarakatun dan juga bertujuan untuk melindungi  dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal
298 ayat (4} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.3) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023,

Namun apabila masth terdapat alokasi pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar
dalam ranghka pemenuhan SPY belum tersedia secara memadai
(dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di
Kabupaten Pasaman Barat baru sebesar Rp 71.708.69%9.800
atau 5,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024), maka
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat wafib mengallhkan
alokasi Belanja Hibah tersebut untuk premenuhan Belanja
Urusan Pemerintahan Waflh terkait SPM tersebut, sebagaimana
ditegaskan pada pasal 11 ayat (3} dan pasal I8 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nemor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menfadi{ Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah
terscbut harus digamin efcktifitas kebenaran tujuan dari penvedigan
anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan
rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan
perimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat
sasaran dan tepat jumlah. Sclanjutnya, alokasi anggaran belanja
hibah dan bantuan sosial yang silatnya menjadi urusan pemerintah
daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan
pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah Juga harus
mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum
pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS,

Selanjutnya, penyediaan anggaran vang tercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Kevangan kepada Partai Politik sebesar
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Rpl.063.702.274, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantluan Keuangan Partai Politik
sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)dH{7) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam lampiran [[l.a Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang
Penjabaran APBD TA 2024 terdapat belanja hibah untuk Partai
Politik sebesar Rp28.978.791.800, dimana hibah ini dianggarkan
pada Kantor Kesaluan Bangsa dan Politik namun belum ditinci
sesudl calon penerima {by name by address). Untuk itu diminta
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyesuaikan penempatan
rekening hibah untuk Partai Politik tersebut dan mencatatkannys
secara rinel by name by address.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negert Nomor
2900.1.9.1/435/8.J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 wanggal 24 Januar 2023, maks
Pemcrintah Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan tersedianya
alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU} dan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanvak 40% dari seluruh
kebutthan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya
dialokasikan pada APBLD Tahun Anggaran 2024.

Dalam Lampiran [l Peraturan Bupati Pasaman Baral tentany
Penjabaran APBD TA. 2024, tercantum besar alokasi Belanja Hibah
untuk KPU Kabupaten Pasaman Barat schesar Rpl&.164.134.526
dan hibah kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat schesar
Rp6.420.000.000,

Untuk menjamin  ketersediaan anggaran  untuk penyelenggarann
tahapan-tahapan  Pemilu/ Pemilukada  serentak  di  Kabupaten
Pusaman Barat Tahun 2024, Pemerintah Kahupaten Pasaman Baral
harus mengalokasikan hibah kepada KPU dan Bawasiu Kabupaten
FPasaman Barat sebesar sisa total kebutuhan pada APBD TA 2024 ini,
sesuat NPHD yang teluh ditanda tangari oleh Kepala Duaerah dan
Fimpinan KPU serta Bawaslu Kabupaten Pasamon Barat. Apabila
NPHD belum ditandatangani maka Bupati Pasaman Burat agar segeru
menyepakati dan menandatangani NPHD dengan KPU dan Bawasiu
guna jaminan penyelenggaraan Pitkada serentak di Tahun 2024,

8. Belanja Modal

Penvediaan anggaran Belanja Modai schesar Rpl60.402.821.646 alau
11,471% dari total belanja dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus
diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana
dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah,
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sebagaimana dimaksud butir D.16.b. 4ja) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
vang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan asel lainnya
yang memenuhi kriteria mempunvai masa manfaat lebih dari 12 {dua
belas} bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan
melewali batas minimal kapitalisasi asel dengan mempedomani Pasal 64
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan buticr €.3.b,1},
C.3.0.2) dan butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menter Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023,

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuban daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektf, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negen. Seclanjutnya,
perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah salu
dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan barang milik daerah yang baru fnew initiative) dan angka
dasar fbaseline} serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan
barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau  standar harga, penetapan standar
kebutuhan oleh Bupati Pasaman Barat sesuai amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menieri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir
C.3.b.7}, C.3.0.8), C.3.5.9) dan C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai  kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilaj
kontrak akhir tidak melebihi 10% {sepuluh per seratus) dari harga yang
tercanturn dalam Kontrak awal, scbagaimana diamanatkan Pasal 54
ayat {2} Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal vang antara lain tercantum pada -

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rpl18.047.547.416 yang
diuraikan ke dalam belanja antara lain :

1} Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp7Y6.545.260,

2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar
Rp9.774.500.

3] Belanja Modal Alat Kantor dan  Rumah Tangga sebesar
Rp813.012.000.

4) Belanja Modal Komputer sehesar Rp2.011.324 837,
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.590.102.660.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar
Rp81.527.851.570,00 vang antara lain divraikan ke dalam rincian
obyek :

1] Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp74.986.369.070,
2] Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp4.617.305.000.
3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp82.880.000.

d. Belanja Modal Asct Telap Lainnya sebesar Rp1.924.177.500.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset
lainnya yang memenuhi Kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari
12 {dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan
Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan
Femerintah Kabupalen Pasaman Barat sebagaimana maksud Pasal
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282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penganggaran belanja modal dilukukan sesuwai dengan kewenanyan
dan kemasmpuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,
penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Miiik Daerah IRKBMD) vang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta kelersediaan barang milik daerah vang ada.

Pemerintah  Kabupalen Pusaman Barat tidok diperkenankan
menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada
RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanfutnya
agar digithkan pada program kegiatan prioritas daeruh.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya
Juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan  Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Selanjutnya, penvediaan anggaran vang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat  Kedokteran dan  Kesehatan  sebesar
Rp300.000.000.

L. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp268.792.332.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam
pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat
kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif
dalam rangka meningkatkan pelavanan kepada masyarakat, sekaligus
tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional
peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

Y. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar RpS5.000.000.000
atau 0,46% dan total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasuman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah
alokasinya perlu untuk dihitung kemball dan nominalnya disesuaikan
dengan proyeksi kebutuhan vang dihitung secara rasional dengan
memperimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan
kemungkinan adanya kegiatan-Kegiatan vang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
Serlda amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud
Pasal 6& dan Pasal €9 Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2019
serta buur C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

D. Kebjjakan Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sehesar
Rpl65.470.951.940, sebagaimana Tabel 11 scbagai berikut:
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan dacrah
dalam Rancarngan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1.

Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan
rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD mery pakan rencana

pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibavar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tabun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang terdiri :

1.

Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancuangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayvaan
scbesar Rpl65.470.951.940, Penerimaan pembiayaan tersebut berasai
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar
Rpl63.470.951.940.

Penganggaran  SILPA  tersebut harus didasarkan pada
penghitungan dengan cermaut dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2023 dalam rangha menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat
didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan
sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)a)l) Lampiran
FPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal terdapat S$iLPA vang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
sebelumnya, Femerintah Kabupaten Pasaman Barat Wit
menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana
maksud butir C.4.c 2jajf3y Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan
dengan memperhatikan kebutuhan vang menjadi prioritas daerah yang
harus dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.a.2ja)4} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dupat mengarahkan PENgEUNnaan
SILPA dimaksud untuk belanja infrastrukeur pelayanan publik daerah
yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana
maksud butir C.4.a.2/a){3){6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023,

Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan
sehesar RpQ.
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IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPAT! TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan
Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannyy
dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 12
sebagal berikut:

Tabel 12
Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon
Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

Ne Katerangan RPJMD/RFD REFD EUA-FFAR I AFHD
L |tumlah Prograss 152 Program 2353 Proggan 232 Prugram 212 Mrogzam
. 2 |Jumlah Kegalan - : 030 Kepatar . &3 Kepatan G100 Kepinlan
3 [Jumlah Huh Kegiatan . 1928 3uh Krmatan 1324 Sub Kegatan LI syl h';-g;a*.nn
a, i:?::::‘““{‘::" 1.234.495.265.950 | 1.319.269.389.910| 1.302.392.478.034 , 1.309.579.551 728

Jumlah program sebanyak 212, jumlah kegiatan sebanyak 610 dan jumlah
sub kegiatan sebanyak 1092 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat tentang APBD TA. 2024 belum sesuai dengan Jumlah
program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024,

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintuh Kabupaten Pasaman Bargt
hanya diperkenankan mefakukan penambahan program, kegiatan dan sub
kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dun Rancangan APBD sepanjang
memenuhi Krteria darurat atew mendesak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayut (2}
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab I huruf A angka 2
huruf b dan ¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tuhun
2020,

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terdapat sub kegiatan YEllg
terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pasaman Barat Lentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun
tidak terdapat dalam RKPD dan/atau KUA dan PPAS, antara lain:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga antara lain :
a. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sckolah/TU,

b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Gurn/Kepala Sekolah/TU.
¢. Rehabilitas) Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah.

2. Ihnas Keschatan antara lain:

a. Pengelolaan Upaya Kesehatan 1bu dan Anak.

b. Pengelolaan Pelavanan Kesehatan Reproduksi.

¢. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatlan orang dengan Tuberkulosis.
Pengelolaan Pelayanan Keschatan orang dengan HIV (ODHIV).

™ T

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan,
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g Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat [UKBM).

h. Pengeiolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi
HIV.

1. Operasional Pelayanan Puskesmas.
J- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

k. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan {Kejadian lkutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian Obat Massalj.

. Pengadazn Alat Kesehatan/Alat  Penunjang Medik  Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berencana pada Kegiatan
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan  Prasarana
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten, Kota.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain ;

a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting
iTermasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca
salin/kelahiran,Baduta/ Balita),

b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting [Termasuk remaja Calon
Pengantin/Calon  PUS, [bu Hamil, Pasca salin/kelahiran,
Baduta/Balital.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada kegiatan Pengembangan dan
Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik.

Dinas Perikanan antara lain ¢

a. Pelaksanaan Fasilitasi  Pembentukan  dan Pengermnbangan
Kelembagaan Nelayan Kecil.

b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan lkan dalam dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar
pada UUsaha Pengplahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Sekretanat Daerah antara lain

a. Pengadaan Mcbel.

b. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

Sekretariat DPRD pada kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.

Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada
kegiatan Pemeliharaan Mebel.

Kecamatan antara lain :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
perencanaan Pengembangan di Desa.

b. Peningkatan Efektifitas Keglalan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan,

c. Penyelenggaraan Urusan Pemerintaban Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah.

d. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan
Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Verukal. -
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Selanjutnyva, Program, keglatan, dan Sub  Kegiotun dalam Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang
Penjabaran APBD Tahun Angparan 2024 belum berpedoman pada RKPD
serta hWUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,

Untuk itu, Pemerintah Dacrah Kabupaten Pasaman Barat  haryus
mengupavakan konsistensi puda setiap tahapan pecrencanaan  anggaran
daerah. mulai dari RKPD. KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Dacruh
habupaten Pasaman Barat tentang APBD  Tahun Anggaran 2024
sebagaimana maksud Pasal 2635 avat (3), Pasal 310 ayvat (1], arat 12) dan ava
13} Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kal;
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17
ayal (2] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Pengelolaan
Keuvangan Negara, Pasal 23 ayal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tiithun
2008 wentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Peluksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat [2), Pusal 89
aval {1} dan Pasal Y0 avat {3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20149
serta Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluas: Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mencngah
Dacerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah,

Dulam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa. dan amanat dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Pasaman Barat
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disctujui bersama, Pemerinlah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat menyvesuaikan program, kegiatan dan sub
kegiatan baru untuk  selanjuthva ditompung dalam Peraturan Daerah
habupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggarun 20024 sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN

RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD;RPD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupalen Pasaman
Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati
Pasaman Barat tentung Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
RPIMD sebagaimana maksud Lampiran VIl Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasamun Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagni
berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran vang tercantum dalam RPJMD padii
Tahun 2024 Rpl.234.495.265 4350 sedangkan vang tercantum  dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBl}
Tahun Anpgparan 2024 Rpl.309.579.551.728: dan

2. Jumlah progrum vang tercantum dalam RPJIMD pada Tahun 2024
sejumlah 172 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Duaerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sejumlah 232 program.
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Berkaitan dengan  itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar
memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJIMD bersifat indikatil, agar dipastikan bclanja

daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan  peratyran
perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas
daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional: dan

Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil
fasilitasi RKPD Tazhun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian
target akhir Indikator Kinerja Makro {(IKM), Indikator Kinerja Utama (IKLU)
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) scbagaimana tertuang dalam RPD
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024-2026,

VI, LAIN-LAIN

Pemerintah  Kabupaten Pasaman Barat  dalam menyusun APBD Tahun
Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD,
juga mempedomani antara lain sebagai berikut

A

Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiavaan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang APBD Tahun Anggaran
2024 dan Ranciangan Peraluran Bupati Pasaman Barat tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 vang tidak tertuang dalam Keputusan
Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraluran perundang-
undangan.

- Dalam  rangka penghapuson  kemiskinan ekstrem  di seluruh wilavah

Republik Indonesia pada (whun 2024 berpedoman pada instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah
kabupaten/kota melalui kegitan/subkegiatan antara lain:

a. rehabilitasi sosiai PMKS lainnva bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
di Luar Panti Sosial;

b. pemeliharaan anak-anak terlantar:
¢.  pengelolaan pendidikan nonformal /keselaraan:
d. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat:

€. pencegaban dan penyelesalan  perselisthan  hubungan industrial.
mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/ kota.

2. menetapkan data siasaran keluarga miskin ckstrem berdasarkan hasil

musyvawarah  desa/kelurahan vang dibuklikan dengan  berita  acara
musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan/ subkegiatan antara lain:

a. pengelolaan data fukir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;

b. advokasi. pemberdavaan, kemitraan, peningkatan  peran  seria
masyarakat dan lintas scktor ingkat dacruh kabupaten/kota.,

3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran

data pencrima dengun nama dan alamat (by name by address) melalui
kegiatan/subkegiatan antara lain:

a. penvediaan [fasilitas pelavanan kesehatan untuk UKM dan UKP
kewenangan dacrah kabupaten/ kota;

b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi vang keanggataannva
daiam daerah kabupaten/kota: dan
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€. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
4. memfasilitasi penvediaan perumahan bagi penerima manfaat: dan

menyampaikan  laporan  hasil pelaksanaan  percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem kepada gubernur setinp 3 jtiga) bulan sckali.

C. Menindaklanjuti  Surat  Edaran  Menteri  Dalam Negeri  Nomaoar

900.1.9.1/5252/8) tentang Pendanwan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Wali Kola dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Walul
Bupati Tzhun 2024 (anggal 29 September 2023, maka Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat agar memastikan tersedianva alokasi anggaran
untuk Hibah Pemilihan Kepala Dacrah serentak kepada KPU dan Bawaslu
sesuai kebutuhan di APBD TA. 2024, Bila ketentuun tersebut tidak dipenuhi
dan ditindakianjuti maka nomor register untuk penetapan Perda APBD
2024 tidak akan diberikan. Untuk itu, pada szal pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini.
agar menyvertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan
Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan
nomor register puda APBD 2023, Dokumen resmi tersebut berupa salinan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pelaksansan Dana Hibah
Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bup:ati Pasaman Barat Tahun
2024 antara Bupati Pasaman Barat dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu
Kabupaten Pasaman Baral.

- Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran tihunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan
keterpaduan antara perencanasn dan penganggaran agar menghasilkan
APBD vang berkualitas scrta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
perencunaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP
schagai quality assurance untuk melakukan reviu  atas  dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana
kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memaslikan SKPD terkait
dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dulam catatun hasil revia APIP.
Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat  dan
ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling
lama 7 (tujuh) hari seteluh pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.

. Pemerintah  Kabupaten Pasaman  Buarot agar memastikan  ketersediaan
alokasi angguran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi non PNS vang tidak masuk ruuang lingkup peserta dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 vang diubah terakhir dengan
Peraluran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani
Peraturan Pemenntah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penvelenggaraan
Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomeor 82 Tahun 2019 (entang Perubahan atas Peraturan Pemerinlabh Nomor
44 Tahun 2015. dimuna kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja
penyelenggara negara terscbut mempedomani Peraluran Menteri Tenaga
Kerju Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyclenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Juminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agur melakukan langkah-tanpkah
percepalan pelaksanaan program penpgunaan kendaraan bermotor listrik
berbasis  buteral  (Battery Electric  Vehicle] scbagai  kendaraan  dinas
operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicley Sebagai Kendaraan Dinas Operasional
dan/atau kendaraan Percrangan Dinas Instansi Pemerintab Pusat Dan
Pemerintahan Daeruh.
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Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD TA. 2024 di bagian Lampiran huruf D.1.1, 1).d
disebutkan bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan termasuk didalamnya kewajiban lainnya
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap (inkracht)
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, dengan melakukan tahapan
sebagai berikut:

l. Kepala SKPD terkait memformulasikan kewajiban Pemerintah Daerah
kepada pihak ketiga terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;

2. Melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024;

3. Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program,
kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan:

4. Mengesahkan Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan
pembayaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila Pemerintah Kabupaten Pasaman
Barat memiliki kewajiban kepada pihak ketiga akibat hasil putusan
pengadilan yang bersifat tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya maka Pemerintah Kabupaten Pasaman barat agar menyediakan
alokasi anggaran yang mencukupi untuk penyelesaian kewajiban tersebut
pada Rancangan APBD TA. 2024.

Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah
Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) Tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk
sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut maka Bupati Pasaman
Barat agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka
mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan HUT Satpal PP
Ke-74 dan Satlinmas Ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat.
Untuk itu diminta Bupati Pasaman Barat menyiapkan dan memastikan
ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun Anggaran 2024
untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.
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